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ABSTRAK

DIAN FTTHRIRAHMAWATL NPM 022104172. Tinjauan Perencaoaan Pendapatandan
Biaya dalam Meagefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Sdcar Aitba
Sentosa. Dibawah bimbingan: KETUT SXJNARTA dan SOEPARJO.

Pada dasamya tujuan didirikannya sebuah perosahaan adalah untuk meningkatkan
nilai suatu pemsahaan, sehingga perusahaan tersebut mampu beitahan dan dapat bersaing
dengan perusahaan lain. Dalam melakukan kegiatannya peiusahaaan harus dapat
memberikan yang terbaik, salah satunya adalah deogan caia meningkatkan l^a
perusahaan. Dimana pendapatan dan biaya sangat beipengruh teifaadap jumlah laba
perusahaan tersebut, yang nantinya akan dikenakan pajak. Oleh sebab itu perusahaan di
dalam melakukan pembayaian pajak penghasilan badan harus dapat riilalnikan seefisien
mungkin, karena pajak merupakan biaya bagi perusahaan. Maka perusahaan harus
melakukan perencanaan pajak yang baik, khususnya terhadap pendapatan dan biaya yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang dan idendfikasi masalah yang ada, maka tujuan dari
penelhian ini adalah untuk m^etahui perencanaan pendapatan dan biaya yang
diterapkan pada PT Sekar Artha Sentosa, dan untuk mengetahui jumlah beban pajak
penghasilan badan yang terdapat pada PT Sekar Artha Sentosa, serta untuk mengetahui
pengaruh perencanaan pendapatan dan biaya dalam mengefisiaisikan beban pajak
penghasilan badan pada PT Sekar Artha Sentosa.

Metode penelitian meliputi desain penelitian yang terdiri dari jenis penelitian
adalah Deskriptif Eksplorati^ metode penelitian yaiig digiinakan adalah studi kasus dan
teknik poielitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif non statistik, dengan unit
analisis adalah group, operasionalisasi variabel yaitu untuk mengetahui hubungan antara
variabel dan sub variabel, draigan menggunakan indikator dan skala, prosedur
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil dari pembahasan yang disampaikan adalah, bahwa pelaksanaan perencanaan
pendapatan dan biaya yang dilakukan oleh PT Sekar Artha Sentosa telah Hilalnilfan
dengan cara menghindari pelanggaran teiliadap peraturan perpajakan yang berlaku, dan
meman&atkan kredit pajak yang diperbolehkan oleh pihak pajak secara benar.
Perusahaan juga telah meman&atkan penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final,
yang mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak menurun. Tetapi perusahaan belum
bisa meman&atkan secara optimal peluang dari potongan atau pengurang atas
penghasilan kena pajak yang di perbolehkan undang-imdang perpajakan, seperti biaya
pengobatan diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, biaya jamuan dan repres^tasi,
tidak membuat daftar nominatifiiya secara lengkap, sehingga menurut peraturan
perpajakan biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto, dan juga
perusahaan belum meman&atkan peluang yang di berikan dengan memperbolehkan wajib
pajak untuk membebankan biaya penyusutan dengan menggunakan metode saldo
menurun ganda, tetapi perusahaan menggunakan metode garis lurus.

Kesimpulan dari hasil pembahasan adalah bahwa PT Sekar Artha Sentosa belmn
meman&atkan secara optimal biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut peraturan
perpajakan. Dan juga belum meman&atkan &silitas perpajakan secara behar, dengan
diperboldikatmya wajib pajak untuk membebankan biaya penyusutan dengan metode
saldo menurun ganda.

Saran yang diberikan penulis adalah bahwa PT Sekar Artha Sentosa sebaiknya
memberikan biaya pengobatan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan berupa uang
tunai, biaya jamuan dan representasi dibuat dafiar nominad&ya secara lengkap, dan
dalam melakukanpembebananpenyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun,
agar diperoleh efisiensi beban pajak penghasilan badan.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1* Latar Bdakang Pmelitian

Negara dalam menjalankati akthdtas pemedntaliaii mencalnip segala

aq)ek kehidupan warga negara, oleh karena ita Halnm mengatur segala

sesuatu yang mencakup kdiidupaii warga negara ini d^erhikan tata

kehidupan politik, hukum, ekoniomi, dan sosial budaya. Dari segi tata

kehidupan ekonomi, di sanping diatur dasar-dasar perekonomian juga Hintiir

mengenai pengdolaan sumber-sumher ekonomi yang dapat HigimaVnti untuk

membiayai pengehiaran-pengduaran rutin dan dana bagi pembangunan pada

umumnya.

Mengingat sdtuasi perdconomian Indonesia yang sedang Hilantfa krisis

beikqianjangan, di mana penenmaan daii sektor minyak bund dan gas

sudah tidak dapat diandalkan lagi dan utang hiar negeri kita sudab

mencapain ambang batas psikologis, maka pemeiintah semakin

menggantungkan barapan penenmaan daii sektor pajak. Pemungutan pajak

teibadap wajib pajak pada bakikatnya merupakan peiwujudan dan

pengabdian. Kewajiaban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung

dan b^sama-sama melaksanakan kewajiban petpajakan yang riiperhilffln

untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasipnal.

Selama ini persepsi terbadap pajak adalab negatif dan daTam situasi

perekonomian scperti sekarang ini membuat setiap wajib pajak sftmaiftn

bousaba agar besamya jumlab pajak yang terutang adalab gftminimai



mungkiiL Usaha-usaha wajib pajak untuk mftminimflllrflti kewajiban

pajaknya mdalui beibagai cara baik yang legal maiq>im tidak, pada dasamya

bertujuan agar laba yang menjadi bagian pemilik usaha adalah malc.cimfll

Pemsahaan dalam upaya untuk meminimaTlcaii beban pajaknya yang

merupakan biaya bagi perusabaan d^edukan manajemen pajak yang baik

untuk menentukan jumlah pajak yang paling proporsional bagi pemsahaan.

Manajemoi pajak yang baik ditentukan oldi perencanaan pajak yang

meropakan tahap peitama dnlflm penghematan pajak, strategi penghematan

pajak disusun pada saat perencanaan.

Perencanaan pajak atas pendapatan dan biaya mempakan aq)ek

penting yang hams d^erhatikan dalam penentuan besamya jumlah beban

pajak penghasilan badan yang terdapat dalam pemsahaan. Dengan adanya

perencanaan pajak yang mempakan iqi^a legal yang bisa dilfllnilcan dengan

meman&atkan hal-hal yang tidak diatur {loopholes). Wajib pajak dapat

menghemat jumlah kewajiban pajak yang sebenamya, tidak lebih atau

kurang bayar, karena hal tersebut akan menyebabkan kurang efisiennya

alokasi sumber dana pemsahaan. Dan di lain pihak membantu wajib pajak

dalam pengambilan kq)utusan yang beikaitan dengan rencana investasi di

masa mendatang.

PT Sdcar Artha Sentosa adalah suatu badan usaha yang bergerak

dalam bidang property developer dan mcmagemenU diwiana mempunyai

masalah, yaitu jumlah penghasilan kena pajak beLum efisien sdiingga

jumlah beban pajak penghasilan badan masih besar.



Hal ini ditunjukkan berdasaikan data Surat Pemberitahuan (SPT)

Tahuan Wajib Pajak Badan PT Sdcar Artha Sentosa pada tabim 2006, yang

menunjukkan penghaaflan kena pajak sebesar 394.492.702 dan jumlah

pajak pengbasilan terotang sebesar 100.847.811. Sedangkan apabila

perusaban melakukan perencanaan pajak dengan baik, malca beban pajak

pengbasilan tersebut maah bisa Hiefigi<»n.gilcati/diniifiinialkfln^ sdiingga

jiunlab pajak pengbasilan tenitangnya pun bisa seminimal mungldiij dan

laba setelah pajak yang di peroleh perusahaan menjadi lebih besar.

Hal ini disebabkan masih terdapat bi^a-biaya yang menuiut

peraturan peipajakan tidak dapat dikuiangkan dari pengbasilan bruto,

sdiingga terkena koreksi fiskal positi^ yang menyebabkan jumlab beban

pajak pengbasilan perusabaan semakin besar. Seperd biaya pengobatan yang

dikebiarkan oleb perusabaan dalam bentuk natura/kenikmatan bukan dalam

bentuk tunjangan benqia uang tunai, sdiingga tidak dapat dikurangkan dari

pengbasilan bruto, terdapat pula biaya yang dikebiarkan perusabaan berupa

sunibangan yang tidak dapat dikurangkan dari pengbasilan bruto, dan biaya

jamuan dan representasi yang dikebiarkan oleb perusabaan tetapi tidak

dibuat dafiar nominatifiiya secara lengkap, sehingga tidak dapat dikurangkan

dari pengbasilan bruto. Selain itu terdapat selisib penyusutan antara

peibitungan menurut akuntana dan pajak, sebingga barus di kordrsi fiskal

Dan terdapat pengbasilan yang dikenakan PPb Final

Sgalan dengan uaraian di atas dan yang telab d^elajari, maka penulis

tertarik untuk melakukan poiditian tobadap perencanaa pajak yang dapat

diterapkan dalam kondisi dan atuasi pada saat ini dengan tetap mengikuti



pada ketentuan perundang-imdangan dan kebijakan peipajakan yang

balaku, dengan judul 'Tinjauan Perencanaan Pendapatan dan Biaya dalam

Mengefisiensikan Beban Pajak Pengjhasilan Badan pada PT Sekar Aitha

Sentosa."

1^. Pemmusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas msikit penulis

mencoba memnniskan masalab yang dihadapi oleb PT Sekar Aitha Sentosa,

yaitu jundab pengbasilan kena pajak behim efiaen sehingga jumlab beban

pajak pen^aalan badan masib besar, yang akan dibabas pada bab ini yang

sesuai deigan judul yang penulis tditi, yaitu tentang "Tinjauan Perencanaan

Pendapatan dan Biaya dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Pengbasilan

Badan**, di mana perusabaan dalam usabanya untuk memaksimalkan

keuntungannya, perusabaan benisaba mengendaliakan kegjatan secara

efisien, yang salab satu caranya adalab mdalui perencanaan pajak.

Adapun identifikasi masalab dari dilaksanakannya peuelitian ini adalab

sebagaiberikut:

1. Bagaimana perencanaan pendapatan dan biaya yang diterapkan pada

PT Sekar Artha Sentosa?

2. Apakah jumlab beban pajak pen^silan badan yang terdapat pada PT

Sekar Artba Sentosa sudab ̂ sien?

3. Bagaimana pengarub perencanaan pendapatan dan biaya dalam

mengefisiensikan beban pajak poighasilan badan pada PT Sdrar Artha

Sentosa?



13. Maksnd dan Tujnan Penelitian

Maksud dan praididan ini adalah untuk menambali iltmi pengetalmaii

dan wawasan penulis seita men^eroleh data dan infonnasi secara lengkap

dan untuk memenulii tugas pembuatan ski^si sebagai R«1«b satu syarat

untuk mencapai gdar SI.

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai beiikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pendapatan dan biaya yang diterapkan

pada FT Sekar Aitha Sentosa.

2. Untuk mengetahui jumlah beban pajak penghasOan badan pada PT

Sekar Aitha Sentosa.

3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pendapatan dan biaya dalam

mengefisiensikan beban pajak penghaalan badan pada PT Sekar Artha

Sentosa.

1.4. Kegnnaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis teliti ini adalah sebagai

berikut:

1. Kegunaan Teorhis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan, serta membeiikan manfiat Halam mengemhangkan

ilmu yang d^eroleh' selama masa pembelajaran sesuai dengan

di^lin ilmu yang penulis pelajari, khususnya tentang peipajakan.



b. Bagi Pembaca

Diharapkan agar pembaca dapat mRTtmlmnii dan menambah

pengetabnan mengenai pwerapan perencanaan pajak atas pendapatan

dan biaya dalam mengefisiensikan beban pajak pengh&alan badan.

2. KegunaanPraktis

Penulis mengbarapkan dari basil penditian ini dapat dqadikan bahan

masukan dan sumbangan pemikiran bagi penisabaan, untuk moigetabui

pengaiuh dari penerapan perencanaan pajak atas pendapatan dan biaya

dalam mengefisiensikan beban pajak pengbasilan badan.

1.5. Kerai^ka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Perusabaan menipakan suatu unit usaba yang didalamnya

terdapat sekelonqiok individu yang sedang bekega untuk mencapai

suatu tujuan yang telab ditentukan, diantaranya adalab memperoleh

laba yang sebesar-besamya.

Ada beberapa bal yang wajib d^enubi oleb perusabaan dalam

menjalankan suatu usaba diantaranya kewajiban peipajakan,

terutama dalam pemenuban kewajiban pajak pengbasilan. Agar

pelaksanaan pemenuban kewajiban pajak pengbasilan dapat

diiakukan secara efisien, maka perlu adanya suatu perencanaan

pajak, kbususnya atas pendapatan dan biaya secara baik, agar dalam

pelaksanaan pembayaran jumlab pajak pengbasilan yang terutang

dapat diiakukan secara efisien, yaitu sebesar jumlab pajak terutang



yang sesimggulmya, tidak korang atau l^ih bayar. Karena akan

Meminimalisad beban pajak dapat dilakiikan deagan berbagai

cara, miilai dan yang masih berada dalam bingkai peraturan

peipajakan san^ai deagan yang melanggar peraturan peipajakan.

Upaya meminnnalisasi pajak seiing disebut dengan perencanaan

pajak. Perencanaan pajak merupakan salab satu fimgsi dari

manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan langlcali awal dan

inti dari manajemen pajak, keberbasilan pencapaian tujuan

manajemen pajak dhentukan pada tahap perencanaan. (Erly Suandy,

2003,1)

Tujuan poigelolaan (manajemen) peipajakan adalab agar

d^eroldi tin^t pemajakan yang eMen. Efisiensi pembayaran

pajak dapat dilakukan dengan cara yang memungkinkan sebagai

sebuab keseaq>atan/pehiang yang ada dalam undang-undang

peipajakan. Kesenq>atan yang ada dalam undang-undang peipajakan

antara lain: (1) tersedianya piliban kepada wajib pajak dalam

menerapkan suatu metode peipajakan, misalnya piliban untuk

menerapkan suatu metode penyusutan, metode penilaian persediaan.

Contob lain adalab teknik pembebanan biaya, biaya apa saja yang

boleb dikurangkan (deductible expense)^ dan biaya yang tidak boleb

dikurangkan (undeductible expense), (2) terdapat locpholes, celab

dari suatu mekanisme peipajakan yang memberikan danq)ak suatu

keuntungan secara financial, yang demikian tersebut di atas



meiupakan suatu aktivitas manajemen berupa perencanaan dibidang

peipajakaiL

Perencanaan pajak men^unyai sasaran yaitu moigefisiensikan

beban pajak (pajak terutang) seminimal Tnimglcin dengan

memaksinialkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan serta

memaksunalkan penghasilan yang ditangguhkan atau dikecualikan

dari poigenaan pajak.

Untuk menghitung penghasOan kena pajak minimal ada lima

konqionen yang perhi dyeibatikan, yaitu:

1. Pengbaalan yang menjadiObjek Pajak

2. Pen^silan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak

3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secaia Final

4. Biaya yang boldi dikurangkan dari Penghasilan Bruto

5. Biaya yang tidak boldi dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Pada akhir periode perusahaan hams menyusun laporan

keuangan. Laporan keuangan ini tentunya berbeda antara yang

dibutuhkan oleh perusahaan dan yang dibutuhkan oleh fiskus.

Peibedaan ini disebabkan adanya peibedaan kqientingan antara

akuntansi komerrial yang digunakan oleh perusahaan yang

mendasarkan laba pada konsq> dasar akuntansi yaitu peibandingan

antara pendapatan dan bi^ teikait, sedangkan dari segi fidcal wajib

pajak hams mengacu kepada peraturan peipajakan. Perbedaan itu

dapat dikelon^okkan menjadi dua:



1. Pabedaanwaktu

Peibedaan pengakuan antaia peadapatan dan biaya yang bersi&t

sementara antaia Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan

Peipajakan. Maka pedu adanya koreksi fiskal^ kordcsi fiskal

terdiridaii:

a. Koreksi fiskalpositif

Koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan

peraturan peipajakan sdiingga menyebabkan jumlah

penghaalan kena pajak membesar.

b. Korekafiskalnegatif

Kordcsi atas laporan keuangan komosial agar sesuai dengan

peraturan peipqakan sdiingga menyebabkan jumlah

penghasilan keoa pajak mengedL

2. Perbedaantetap/peimanen

Perbedaan yang timbul karena adanya peibedaan <latani konsep

pengakuan poidapatan dan biaya antara laporan keuangan yang

umumnya disusun berdasarkan kepada Standar Akuntansi

Keuangan dengan Laporan Keuangan menurut peipajakan yang

bera&t tetap, tanpa ada koreksi dikemudian hari (Muda Markus

dan Lahi Hendiy Yujana, 2004,783)

Setelah dilaksanakan koreksi fiskal maka akan didapatkan neto

fiskal, yang menjadi dasar penghasilan kena pajak, dan setelah

dilakukan perencanaan pajak dengan baik, maka beban pajak

penghasilan badan menjadi lebih efisien



1.5.2 Paradigma Penditian

PT Sekar Artha Sentosa

Uji Hipotesis:
Deskriptif Kualitatif (non statistik)

Efisiensi Beiban Pajak
Pea^alaii Badan
Sub Vaiiabel:

• Laporan Laba Rugi
• Pai^sflan Neto Fiskal

Perencanaan paidapatan
danbiaya
Sub Vaiiabel;

• Perlakoan Peadapatan
• Pedakuan Biaya

Permasalahan:

Jumlah Pea^alan Kena Pajak
behun efisien sdiingga jumlali

Perencanaan pendapatan dan biaya
beipenganih teibadap jumlah PI^
yang akan di peihitungkan untuk
menentukan jumlah beban pajak

poighaalan badan

H^otesis:
srencanaanpaidapatan pada PT Sekar Aitha Soitosa sndah baik,
tetapi perencanaan biaya pada PT Sekar Artha Sentosa behim
optimal, sehingga beban pajak pen^asilan badan maah besar

10
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1.6. Hipotesis Penditian

H^otesis penelitiaii men^akan dugaan atas jawaban semmtara

terhadap identifikasi masalah. Oldi karena itu, bauyaknya b^otesis sesuai

dengan bauyaknya identifikasi masalah dan tujuan penelitiaii yang tdah

dibangtm.

Dalam penditian mi, penulis moayajikan dan mengenmlcalran h^otesis

sebagaiberiknt:

1. Perencanaan pendapatan pada PT Sekar Artha Sentosa sudah baik,

tetapi perencanaan biaya pada PT. Sdur Artha Sentosa behim optimaL

2. Jundah beban pajak penghasilan badan pada PT Sekar Artha Sentosa

behun efisien.

3. Perencanaan pendapatan dan biaya beipengaruh dalam

mengefisienakan jumlah beban pajak penghasilan badan pada PT Sekar

Artha Sentosa.



BABn

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN),

penerimaan negara bersumber daii penerimaan pajak dan penerimaan bukan

pajak. Penerimaan dari sektor pajak menaiq)ati persentase yang paling

tinggi dibandingkan sumber penerimaan negara lainnya. Hal ini

dominasi penerimaan dari sektor minyak dan gas buml Oleh sebab itu pajak

metupakan tulang punggung penerimaan negara. (Supramono dan Theresia

Woro Damayanti, 2005,2)

Kemudian dalam usahanya memaksimalkan penerimaan Negara dari

sektor pajak, pemeiintah telah berulang kali mengadakan perubaban,

tambahan dan penyesuaian atas perundang-undangan peipajakan yang

berlaku, terakfair pemeiintah telah mengadakan perubahan-perubahan

terhadap sistem peipajakan nasional dengan menetapkan antara lain-

Undang-Undang No. 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Peipajakan, No. 17 Tahnn 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-

Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-

Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2000, sistem pemungutan

pajaknya sama dengan Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang No.

10 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Peipajakan), yaitu

12
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mftnggiinalcan sistem Self Assesmenty suatu sistem yang memberikan

kq)ercayaan kq>ada wajib pajak untuk meaghitung, mcnyetorkan, serta

melaporkan sendiii jumlah pajak yang teiutang, sehingga wajib pajak dapat

mftngftfisiengilcan beban pajak yang akan dibayar. (Miiharnmad Rus^i,

2004,2)

Teori-teori yang akan mdandasi dan bedmbungan doigan Pajak,

Perencanaan Pajak, dan Pajak Penghasilan Badan akan dibahas pada bab inL

2.1.1. Pengertian Pajak

Definia atau pengertian pajak menniut Rochmat Soemitro, SH,

adalah:

Pajak adalah iuran rakyat kqpada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat (%aksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang langsimg dapat ditunjnkkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran unmm.

Sedangkan menurut Pro£ Dr. PJA Adiiani, mendefinisikan

pajak sebagai boikut:

Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat
dipnlcsalcan dan terutang oleh yang wajib membayamya
menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi
konbali, yang dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah
untuk membiayai pengeluaran umum bethubungan
dengan tugas Negara untuk mmyelenggarakan
pemerintahan. (Hilarius Abut, 2005,1)

Dari definia tersebut, dapat diuraikan bahwa pajak memilild

unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kq)ada negara. Yang berhak

memungut pajak adalah Negara, baik melahii pemeiintah pusat
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maupun pemerintah daerah. luran yang dibayarkan berupa uang,

bukanbarang.

2. Pajak d^imgut berdasarkan Undang-imdang. Si&t pemongutan

pajak fldfllflb Hipfllcsalcan berdasaikan kewenangan yang diatur

oldi Undang-undang beserta aturan pelaksanaanya.

3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara

langsung oleh pemeiintah.

4. Digunakanuntukmembiayaipengehiarannegara.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Supramono dan There^ (2005,2) fiingsi pajak, yaitu:

1. Fungsi P^eiimaan (Bvdgetair). Dalam fimgsi budgetair, pajak

berfimgsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-

pengehiaran negaia.

2. Funga Mengatur (Regulair). Pajak berfimgsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial

dan ekonomL

Sedangjtan menurut Safii Numatu (2003,31), fimgsi pajak adalah:

1. Fungsi Budgetair, disebut sebagai fimgsi utama pajak, atau

fimgsi figkfll yaitu suatu fimgsi dalam pajak yang d^ergunakan

sebagai alat untuk memasukkan dan secara optimal ke kas negara

berdasarkan undang-undang peipajakan yang berlaku.

2. Fungsi Regulerend. Fungsi mengatur disebut juga fimgsi

tambahan, yaitu suatu fimgsi dalam pajak yang d^ergunakan

oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan teitentu.
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Disebut sebagai fimgsi tambaban kaiena fimga ini hanya sebagai

pelengkap daii fimgsi utama pajak, yakni fimgsi budgetctir.

2.1.3. JenisPajak

Memiiut Sukiisao Agoes dan Estralita Trisnawati (2007, 4),

pajak dapat dapat dibagi menjadi beberapa jenis moiuiut

golongannya, sifatnya, dan lembaga penumgutaimya.

1. Memmit golongannya, pajak dikelon^okkan menjadi dua, yaitu;

a. Pajak langsung, mempakan pajak yang hams ditanggung

sendiii oleh 'wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat

Hilimpablfan k^ada pihak lain.

b. Pajak tidak langsung, mempakan pajak yang

pembebanannya dapat dilinpahkan kepada pihak lain.

2. Menumt si&tnya, pajak dikelonq)okkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjdcti^ men^akan pajak yang poigenannya

piftmprbatilfan kepada keadaan pribadi wajib pajak.

b. Pajak Objekti^ mempakan pajak yang pengenannya

tTiftniftrbfltilcflii pada objeknya, baik bempa benda, keadaan,

perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya

kewajiban membayar pajak, yano^a memerhatikan keadaan

pribadi wajib pajak.

3. Menumt lembaga pemungutannya, pajak dikelon^okkan mwjadi

duayaim:

a. Pajak Pusat, mempakan pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dan Higiitiflkan untuk membiayai rumah tangga negara.
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b. Pajak Daerah, mempakan pajak yang d^ungut oleh

pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah

tangga daerah.

2.2. Perencanaan Pendapatan dan Biaya

2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Menuiut Muhaunnad Zain (2005, 66), peng^tian Perencanaan

adalah:

Perencanaan adalah satu unsure manajemen yang secara
tidak langsiing menyatakan bahwa manajer harus
terlebih dulu wfttnilrirkan segala sesuatunya dengan
matang berkenaan dengan tujuan daritindakannya.

Sedangkan poigertian Perencanaan Pajak adalah:

Perencanaan pajak {tax planning) adalah proses
mengorganisasikan usdia 'wajib pajak atau kelon^ok
wajib pajak sedemikian rupa sdiingga utang pajaknya,
hailf pajak penghaalan maupun pajak-pajak lainnya,.
berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal
mi Hiimmglrinkan baik oldi ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan maupun secara
Ifnmersial. (Mohammad Zain, 2005,43)

Jadi suatu perencanaan pajak yang tepat akan men^asilkan

beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan

penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat

dherima oleh fidcus, dan sama sekali bukan karena penyehidupan

pajak yang tidak dapat diteiima oldi fiskus dan tidak akan ditolerir.

Untuk tnempeijelas peibedaan antara penyehidiqtan pajak dan

penghindaran pajak, beberapa ahh mengemukakan pengertian dari

dua hal tersebut sebagai berikut:
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Menunit Hany Graham Baiter:

•  Peayehidupau pajak mengandung arti sebagai
usal^ yang dilakakan oleh wajib pajak, berhasil
atau tidaknya untuk meagurangi atau sama sekali
menghapus utang pajak yang berdasarkan
ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran
teihadap perundang-imdangan peipajakan.

•  Penghindaran pajak men^akan usaha yang sama,
yang tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan peipajakan.

Menurut Emest R. Moitenson:

•  Penyeludupan pajak adalah usaha yang tidak
dapat dibenarkan berkenaan dengan ke^tan
wajib pajak untuk lari atau mengbindarkan pajak
dari pengenaan pajak.

•  Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan
sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk
mfiinininiiinilcati atau mengbilflnglfan beban pajak
yang ditimbiilkan.

2.2.2. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Menurut Erfy Suandy (2006, 11), motivasi dilakukannya

perencanaan pajak (/ox planning, umumnya bersumber dari tiga

unsur peipajakan yaitu:

1. Kebijakan Peipajakan (/ox policy)

Kebijakan peipajakan (/lax policy) merupakan ahematif dari

berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem peipajakan.

2. Undang-undang Peipajakan (fax lew)

Kenyataan menunjukkan bahwa di manapun tidak ada undang-

undang yang mengatur setiap peimasalahan secara seinpuina.

Oldi karena itu, dalam pelaksanaannya selahi di ikuti oleh

ketentuan-ketentuan lain (Paraturan Pemerintah, IC^utusan
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Presiden, Kq)utttsan Mentii Keuangan, dan Keputusan Direktor

Jendral Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut

bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena

disesiiaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam

mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapai Akibatnya

terbuka celah (loopholes) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis

kesempatan tersebut dengan ceimat untuk perencanaan pajak

yang balk.

3. Administraa Perpajakan (tax admmistration).

Indonesia mempakan negara dengan wilayab luas dan jumlah

penduduk yang banyak. Sebagai negara yang sedang

mftmhatigiin (developing country) masih mengalami kesulitan

dalam ^wpilalfBatialcan administraa peipajakannya secara

mftmadai (property). Hal ini mendorong perusahaan untuk

mftlalfganalcan pereucauaau pajak dengan baik agar teibindar

dari sanlcsi administrasi maupun pidana karena adanya

perbedaan penafiiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak

akibat hiasnya peraturan peipajakan yang berlaku dan sistem

fnfiwmasi yang "lasib bebuu eJ^Eti£

Secara immm motiyad dilakukannya perencanaan pajak

adalali untuk mftmakKimalkan laba setdah pajak, karena pajak

ikut men^engarubi pengambilan keputusan atas suatu tindakan

dalam operad perusahaan untuk melakukan investad melahii

analisig yang ceimat dan peman&atan pduang atau kesen^atan
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yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh

pemerintali uatuk membeiikaii perlakuan yang berbeda atas

objekyang secara ekonomiliakikatnya sama.

2.2.3. Hal penting dalam Po'encanaan Paj ak

1. Tidak melanggar ketentuan peipajakan, bila suatu perencanaan

pajak (tax planning) dipaksakan d^gan melanggar ketentuan

peipajakan, bagi wajib pajak m^pakan risiko pajak (tax risk)

yang sangat berbabaya dan malah mengancam keberhasilan

perencanaan pajak tersebut.

2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan

bagian yang tidak teipisahkan daii perencanaan menyeluruli

perusahaaan balk jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh

karena itu, perencanaaan pajak yang tidak masuk akal akan

memperlemah perencanaan itu sendiii

3. Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan peijanjian

(agreement), &ktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

(Erly Suandy, 2005,10)

2.2.4. Tahapan dalam Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin

tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak

sebagai mana strategi p^encanaan pemsahaaan secara keseluruhan

juga hams memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal

maupun int^adonal, maka agar tax pkmmng dapat beihasil sesuai
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dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan

melalui berbagai urutan tahap-tahap. Menurut Eriy Suandy (2006,

14), tahapan dalam membuat perencanaan pajak yaitu:

1. Menganalisis informasi yang ada. Tahap pertama dari proses

pembuatan tax planning adalah menganalisis komponen yang

berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan

menghitung sieakurat mungkin beban pajak yang hams

ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan memperhatikan

masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri

maupun secara total pajak yang harus dapat dimmuskan sebagai

tax planning yang paling efisien.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besamya

pajak.

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. Perencanaan pajak

sebagai suatu perencanaan yang mempakan bagian kecil dari

seluruh perencanaan strategi pemsahaan, oleh karena itu perlu

dilakukan evaluasi untuk malihat sejauh mana pelaksanaan suatu

perencanaan pajak.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana

pajak.

5. Memutakhirkan rencana pajak.

2.2.5. Pengertian Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, pengertian Pendapatan

atau penghasilan adalah:
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Poidapatan atau penghasilan adalah penambahan
aktiva atau peuumnan kewajiban yang mengakibatkaii
keuaikan duiitas yang tid^ berasal dari kontribusi
penanaman modal Penghasilan meli^uti pendapatan
dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang
timbul dari akthdtas perasahaan yang biasa dan
dikenal dengan sebutan yang berbeda sq>erti
penjualan, bunga, deviden, royalti, dan sewa.
(Mohammad Zain, 2004,136)

Sedangkan menurut Undang-undang peipajakan, p^gertian

Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU Pajak Pen^silan

adalah;

Setiap tambahan keman^uan ekonomis yang diterima
atau (^peroleh mjib pajak, baik yang berasal dari
hidonesia mauptm dari luar Indonesia, yang dapat
d^akai untuk konsumsi atau menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan
dalambentuk apapun. (Muda Markus, 2004, 110)

2.2.5.1. Penghasilan yang menjadi Objek Pajak

Menurut Erfy Suandy (2003, 124). Pen^silan yang

moijadi objek pajak:

a. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pdcegaan atau

jasa yang diterima atau diperoleh teimasuk gaji, upah,

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang penshm, atau

imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan lain dalam

imHatig-iinHflng mi

b. Hadiah dari undian atau pekegaan atau kegiatan, dan

c. Laba usaha.
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d. Keuntungan karena peajualan atau karena peagalihan

harta.

e. Penerimaaan kembali pembayaran pajak yang tdah

dibebankan sebagai biaya.

£ Bunga tenmsuk premium, diskonto, dan imbalan karena

pengembalian utang

g. Royaiti

h. Sewa dan peng^aalan lain sehubungan dengan

panggunaan harta.

i Poieiimaaan atau perolehan berkala

j. Keuntungan karena pembebasan utang

k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

1. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

m. Premi asuransi

2^.5.2. Penghasflan yang dikecnalikan sebagai objek pajak

Pen^silan yang dikecnalikan sebagai objek pajak

yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) yaitu:

a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima

oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh para penerima zakat yang

beihak.

b. Harta hibahan yang diterima oleh kehiarga sedarah dalam

gaiis keturunan lurus satu derajat, dan oldi badan

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau
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pengusaha kec^ termasuk koperasi yang ditetapkan oldi

mentm keuangan, sepanjang tidak ada hubungamiya

dfflngan usalia, pekegaan, kq>eiiiilikan, atau poigusaha

autaia pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Warisan.

d. Haita termasuk setoran tunai yang diteiima oleh badan

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

e. Pengganti atau imbalan sdiubungan dengan pekegaan

atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk

natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintab.

£ Pembayaran dari perasahaaan kq)ada orang pribadi

sehubungan dengan asuransi kesdiatan, kecelakaan dan

lain sebagainya.

g.Deviden atau laba yang diterima oleh perseroan terbatas.

LIuran yang diterima atau d^eroleh dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Mebtri Keuangan.

i Pengjbasilan dari modal yang ditnnaink-fln oleh dana

pen shin

j. Bagian laba yang diterima atau d^eroldi perseroan

komandher yang modalnya tidak terbagi atas saham

k.Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perasahaaan

reksadana selama lima tahun pertama sejak peidiiian

perasahaan.
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2.2.5.3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara Final

Pasal 4 Ayat (2) UU PPh memberikan wewenang kepada

pemerintah untuk mengatur pajak-pajak tertentu secara

khusus di luar yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang dikenal

dengan istilah PPh Final. Penghasilan yang pajaknya

dikenakan secara final yaitu:

1. Transaksi penjualan efek di bursa efek.

2. Hadiah Undian.

3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat BI.

4. Penghasilan atas tanah dan bangunan oleh wajib pajak

real estate.

5. Penghasilan dan sewa atas tanah dan bangunan.

6. Penghasilan pelayaran Oalam Negeri.

7. Pelayaran atau penerbangan Luar Negeri.

8. Penghasilan Jasa kontruksi. (Erly Suandy, 2003, 126)

2.2.6. Pengertian Biaya

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, pengertian biaya adalah;

Beban (Expense) adalah penurunan manfaat ekonomi
salama satu periode kuntansi dalam arus keluar atau
berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak
menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Menurut Ketentuan Peraturan Perpajakan, pengertian biaya adalah:

Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan tidak
menetapkan secara spesiflk defmisi beban dan
pengakuannnya, akan tetapi disatukan dalam pengertian
pengurangan yang diperkenankan dari penghasilan bruto,
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dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena
pajak. (Mohammad Zain, 2004, 141)

2.2.6.1. Biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan

Bruto

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka

menghitung penghasilan kena pajak diatur dalam pasal 6

UU PPh, terdiri dari:

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya

berkenaan dengan pekeijaan ataujasa termasuk upah,

gaji, honorarium, bonus, dan tunjangan yang

dibebankan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royaiti,

dll.

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta

berwujud.

c. luran kepada dana pensiun.

d. Kerugian karena penjualan.

e. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaaan yang

dilakukan di Indonesia.

f. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

g. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. (Eriy

Suandy, 2003,127)
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2.2.6.2. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari

Penghasilan Bruto

Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari

Penghasilan Bruto yang diatur dalan Pasal 9 UU Pajak

Penghasilan terdiri dari;

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk

apapun.

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk

kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau

anggota.

c. Penibentukan atau pemupukan dana cadangan.

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

asuransi jiwa.

e. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan

atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan

kenikmatan.

f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dll.

(Erly Suandy, 2003, 127)

2.2.7. Strategi untuk Mengefisiensikan Beban Pajak

Setelah mempertimbangkan semua hal, mulailah kita menyusun

perencanaan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaaan. Strategi

mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan

oleh perusahaan haruslah bersifat legal, untuk dapat menghindari



'  dari 6eri»g,,-
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3. Mengapbil keu„b.„ga„ sebes^-besamy. atau aemakaimal

raiuigkinjari barbagai pengacualian, polongan atau pengurangan
atas pengHsilan kena pajak yang diperbolehkan undang-undang.

4. Mendirlkai perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur
mengenaiyfnggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan
antara masTf^maslng badan usaha.

I  ■

5. Memberik tunjangan kepada kaiyawan dalam bentuk uang atau
natura dakenikmatan, dapat sebagai salah satu pilihan untuk
menghinclapisan tarif maksimum.

6. Menghiri dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan
pada trani yang bukan objek pajak.

7. Mengopttan kredit pajak yang diperkenankan, untuk ini
wajib pajirus jeii untuk memperoleh infonnasi mengenai
pembayar.,)^

8. penundaan^yg^gn kewajiban perpajakan dapat dilakukan
dengan 083,^^,^3^ pembayaran pada saaat mendekati
tanggaljaW

9. Mengbindan terhadap peraturan perpajakan yang
berlaku. ^®"^ianggaran terhadap peraturan perpajakan
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dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang

berlaku.

10. Menghindari pemeriksaan pajak-pemeriksaan pajak oleh Direktorat

Jendral Pajak, dilakukan terhadap Wajib Pajak yang:

a. SPT lebih bayar

b. SPT rugi

c. Tidak memasukan SPT atau terlambat memasukan SPT

d. Terdapat infoimasi penganggaran

e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

2.2.8. Perlawanan terhadap Pajak

Perlawanan terhadap pajak adalah "hambatan-hambatan yang ada

atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak", perlawanan pajak dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan
keadaan sosial ekonomi masyarakat di Negara yang
bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakuan
suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat
penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh
kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat
umum.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian
usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak
membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang
seharusnya.
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2.3. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

2.3.1. Pengertian Efisiensi

Menurut Mohammad Zain (2004,281). Kfisiensi Fiskal yaitu:

Suatu sistem peipajakan dikafakan haik apabila
administrasinya maupun pememihan kewajiban peipajakan
oleh Wajib Pajak, dilaksanakan dengan biaya yang sekedl
miinskin di satu pihak dan penerimaan pajak yang cukup
besar dilam pihak, hal ini berarti hasQ realisasi pnngutan
pajak pada setiap kemungkinan sknTa ekonomi bam
dianggap efisien untuk dilaksanakan^ apabila dapat
meningkatkan peneiimaan pajak yang paling tidak
mencapai jumlah teitentu sesuai perldraan yang
diharapkan. Peitimbangan ke dua adalah si&t tade-off
antara efisiensi dan keadilan dalam peipajakan^ sanq>ai
seberapa jauh keimtungan yang dapat diharapkan
dibandingkan dengan biaya administrasi yang menmgkat
dalam rangka peibaikan keadilan dalam peipajakan
ditentukan oldi penflaian masyarakat pembayar pajak
teifaadap perbaikan keadilan dalam pajak tersebut, apabila
dinilai sama saja atau lebih mmipakan hal-hal yang sulit
diperkh-akan

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa suatu sistem peipajakan

yang terbaik, apabila dapat dilaksanakan dengan optimal bukan yang

minimal

Sedangkan pengertian efisiena menumt Lawrence B. Sawyer,et

all (2005,221):

Efisiensi {efficiency) berarti meminimalkan kemgian atau
penghamburan tenaga ketika memberi dampak^ bila
mengacu ke seseorang, istilah efisiensi berarti
menggunakan keahlian, tahan menderita, dan tetap
waspada. Dalam beberapa kasus istilah efisiensi diterapkan
ke orang atau operasi yang konqieten dan cakap
menoproduksi hasil yang diinginkan dengan upaya
minimiim.
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2.3.2. Pengertian Badan

Menurut Mardiasmo (2003, 105), definisi badan adalah

sebagai berikut:

Terdiri dari PT, CV, perseroan lalnnya, BUMN/BUMD
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpuian,
yayasan organisasi sosial politik atau organisasi yang
sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya. (Mardiasno,
2003, 105)

Sedangkan menurut Muhammad Rusdji, (2004, 02.-1),

pengertian badan adalah;

Sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian
badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan mana dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, dan perkumpuian,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik,
atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan
bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

2.3.3. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Eriy Suandy (2006, 81), pengertian pajak

penghasilan, adalah sebagai berikut;

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan
terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau dapat pula
dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian T^un
Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifhya dimulai
atau berakhir dalam t^un paj^.

Sedangkan menurut Supramono, Theresia Woro Damayanti

(2005,31), pengertian pajak penghasilan, adalah sebagai berikut:
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Pajak penghasilan adaiah suatu pungutan resmi yang
ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam
tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
negara.

2.3.4. Eflsiensi Pajak Penghasilan Badan

Menurut Erly Suandy (2006, 129), dalam melakukan eflsiensi

PPh badan sangat banyak yang diiakukan pada biaya yang berkaitan

dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh badan

kesejahteraan karyawan ini, sangat tergantung pada kondisi

perusahan, sebagai berikut:

1. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak yang

telah dikenakan tarif tertinggi (di atas seratus juta) dan

pengenaan PPh Badannya tidak final. Diupayakan seminimal

mungkin emeberikan memberu kesejah teraan karyawan dalam

bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat

dibebankan sebagai biaya.

2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara

final, sebaiknya memberikan kesejakteraan karyawan dalam

bentuk natura atau kenikmatan {fringe benefit), karena pemberian

natura dan kenikmatan kepada karyawan tidak termasuk objek

PPh pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura

dan kenukmatan (fringe benefit) tersebut tidak mempengaruhi

besamya PPh badan, karena PPh badan final dihitung dari

persentasi atas penghasilan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
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3. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan

kenikmatan akan menurunkan PPh pasal 21 sementara PPh

badan tetap nihil.

2.3.5. Penggolongan Subjek Pajak Badan

Kewajiban perpajakan bagi badan sebagai subjek pajak adaiah

pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di

Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi

berkedudukan di Indonesia, subjek pajak badan dapat digoiongkan

menjadi dua, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri. Yang dimaksud subjek pajak Dalam

Negeri yaitu:

a. Orang pribadi y^ng bertempat tinggal di Indonesia atau orang

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari (seratus

delapan puluh tiga) hari, dalam jangka waktu 12 bulan, atau

orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di

Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau nertempat kedudukan di Indonesia

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,

menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri. Yang dimaksud subjek pajak Luar

Negeri, yaitu:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau

berada di Indinesia tidak lebih dari 183 hari (seratus delapan

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan
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yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia,

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau

berada di Indinesia tidak lebih dari 183 hari (seratus delapan

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan melalui bentuk Wajin usaha tetap di

Indonesia.

2.3.6. Ketentuan Pajak Penghasilan bagi Pajak Badan Dalam dan Luar

Negeri

1. Wajib pajak badan Dalam Negeri dikenakan pajak atas domisili

dan dikenakan pajak atas seluruh penghasilan dari manapun

asalnya, baik dari pajak Dalam Negeri maupun dari Luar Negeri

(lazim disebut Word Wide Income). Subjek pajak Luar Negeri

dikenakan pajak penghasilan berdasarkan asas sumber, dan

dikenakan pajak hanya atas penghasilan tertentu yang bersumber

dari Indonesia, contohnya dalam pasal 26.

2. Subjek pajak Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan

perhitungan besamya penghasilan kena pajak, yaitu hasil

perhitungan setelah memperhatikan biaya-biaya berkenaan dengan

penghasilan tersebut, sedangkan pengenaan pajak penghasilan atas
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subjek pajak Luar Negeri berdasarkan penghasilan bruto, yaitu

tidak memperhatikan biaya-biaya yang berkenaan dengan

penghasilan itu.

3. Penghitungan pajak penghasilan badan yaitu dengan metode

penghitungan pajak penghasilan dengan dasar pembukuan yaitu

penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangkan

penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya

yang diperkenankan menurut pajak.

Ketentuan tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh badan

menggunakan tarif umum pasal 17 ayat (1) sebagai berikut:

Tabel 1.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000 10%

Diatas Rp. 50.000.000 sd

Rp. 100.000.000 15%

Diatas Rp. 100.000.000 30%

4. Secara umum diatur pula Wajib Pajak Dalam Negeri mempunyai

kewajiban menyampaikan SPT kepada dirjen pajak. Wajib Pajak

Luar Negeri tidak diwajibkan. (Muhammad Rusdji, 2004,02-4)

2.3.7. Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan

Cara perhitungan penghasilan kena pajak dalam menghitung

pajak penghasilan wajib pajak badan terutang pada dasarnya sama

dengan menghitung laba/rugi bersih dalam akuntansi, kecuali untuk
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wajib pajak tertentu perhitungan berdasarkan norma perhitungan

penghasilan netto. Secara umum perhitungan penghasilan kena pajak

wajib pajak badan mengikuti formula sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh penghasilan

2. (

3. (=

4. (-

5. (=

6. (-

7. (

8. (=

9. (

10. (=

11.(

12. (=

Penghasilan tidak objek Pajak Penghasilan

Penghasilan Brute

Biaya fiskal boleh dikurangkan

Penghasilan Neto

Kompensasi Kerugian

Penghasilan Tidak Kena Pajak (Wajib Pajak orang pribadi)

Penghasilan Kena Pajak

Tarif

Pajak Penghasilan Terutang

Kredit Pajak

Pajak Penghasilan Kurang Bayar/Lebih Bayar/ Nihil.

2.4. Tinjauan Perencanaaan Pendapatan dan Biaya dalam

Mengeflsiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan

Perencanaan pajak terutama atas pendapatan dan biaya merupakan

satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka

mengeflsiensikan pembayaran pajaknya. Ide dasamya adalah usaha

pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan

impak perpajakan sebanyak mungkin atau dengan perkataan lain peluang

untuk perencanaan pajak yang efektif dan efisien. Efisiensi pembayaran

pajak dapat dilakukan dengan cara yang memungkinkan sebagai sebuah
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kesempatan/peluang yang ada dalam Undang-Undang perpajakan.

Kesempatan yang ada dalam Undang-Undang perpajakan antara lain; (I)

tersedlanya pilihan kepada wajib pajak dalam menerapkan suatu metode

perpajakan, misalnya pilihan untuk menerapkan suatu metode penyusutan,

metode penilaian persediaan. Contoh lain adalah teknik pembebanan biaya,

biaya apa saja yang bo|eh dikurangkan {deductible expense), dan biaya yang

tidak bolehdikurangkan {undeductible expense), (2) terdapat loopholes,

celah dari suatu mekanisme perpajakan yang memberikan dampak suatu

keuntungan secara financial, yang demikian tersebut di atas merupakan

suatu aktivitas manajemen berupa perencanaan dibidang perpajakan.
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OBJEK DAN METODE PENELinAN

3.1. Objek Penelitian

Vaiiabel penelidaii yang akan dhelhi oleh penulis adalah perencanaan

pendapatan dan biaya dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan

badan. Untuk moidapatkan data dan informasi yang Tnp.maHai^ penulis

melakukan penelitian pada PT Sekar Artha Sentosa, yang berlokasi di

Gedung Granadi Lt. 10 JL HR Rasuna Said Kav X-1 No. 8-9 Jakarta.

PT Sekar Artha Sentosa adalah sebuah pemsahaan yang berdiri pada

tahun 1994 dan bergerak di bidang Property Developer dan Manajement.

Pada objek penelitian di titik beratkan pada perencanaan pendapatan dan

biaya, serta beban pajak penghasilan badan yang terdapat pada PT Sekar

Artha Sentosa.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian pada dasamya adalah pengembangan teori dan

pemecahan masalah dengan usaha penelitian yang sistematis dan

terorganisasL Sistematis dan terorganisasi menunjukan bahwa ntitnV

mencapai tujuannya, penelitian menggunakan cara-cara atau

prosedur-prosedur teitentu yang diatur dengan baik.

37
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1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif

eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan

hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya

berdasarkan hipotesis yang ada.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi

kasus, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah

dirumuskan.

c. Teknik Penelitian

Teknik Penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif,

dan penelitian yang dilakukan tidak berhubungan dengan alat

analisis statistik.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah group, yaitu sumber data

yang diperoleh dari respon bagian keuangan dan bagian

perpajakan pada PT Sekar Artha Sentosa.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu

penulis mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian kedalam dua

kelompok yaitu:
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1. Variabel Independen (Variabel Tidak Terikat/Bebas)

Variabel Independen yaitu variabel yang dapat mempengaruhi

variabel dependen. Dalam skripsi ini yang menjadi variabel

independen adalah perencanaan pendapatan dan biaya.

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat/Tidak Bebas)

Variabel Dependen yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh

variabel independen. Dalam skripsi ini yang menjadi variabel

dependen adalah erisisensi beban pajak penghasilan badan.

Adapun penjabaran pengukuran dan operasionalisasi variabel

ini terdapat dalam tabel berikut ini:
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Tabel 2

Operasionalisasi Variabel
Tinjauan Perencanaan Pendapatan dan Biaya dalam Mengefisiensikan

Beban Paijak *enghasiian Badan pada PT Sekar Artha Sentosa

Variabel/Sub

Variabel

Indikator Ukuran Skala

Perencanaan

Pendapatan dan
Biaya

• Perlakuan

Pendapatan
• Penghasilan

yang telah
dikenakan PPh

Final

Pos-pos dan Nilai
Penghasilan yang
menjadi Objek PPh Final

Rasio

• Perlakuan Biaya • Biaya yang
dapat
dikurangkan
dari

penghasilan
bruto

(paisal 6)

Pos-pos dan Nilai biaya
yang dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto

Rasio

• Biaya yang
tidak dapat
dikurangkan dari
penghasilan
bruto (pasal 9)

Pos-pos dan Nilai biaya
yang tidak dapat
dikurangkan dari
penghasilan bruto

Rasio

Efisiensi beban

pajak penghasilan
badan

• Laporan Laba
Rug!

Penghasilan Kena
Pajak

• Nilai Penghasilan
Bruto

• Nilai Pengurang
Penghasilan Bruto

• Nilai Kompensasi
Kerugian

Rasio

Rasio

Rasio

• Penghasilan Neto
Fiskal

Koreksi-koreksi

Fiskal
• Koreksi Fiskal Positif

• Koreksi Fiskal Negatif

Rasio

Rasio
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3.2.3 Metode Penarikan Sampel

Dalam praielitian ini, peaulis tidak menggunakan penarikan

sampel, karena metode yang digunakan adalah metode studi kasus.

3.2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam usaha tnengiimpniifati data 4an informasi yang akurat

serta mendukung masalah yang dibahas, penulis mraiggunakan

prosedur pengumpulan data sebagaiberikut;

1. Riset K^ustakaan

Pada riset kepustakaan mi data yang dilnimpullcan melalni

berbagai literatur di perpustakaan ataupun data dan infonnasi

melalui buku-buku ilmiah serta literatur lainnya yang. d^erhikan

dan berkaitan dengan penyusunan skr^ri ini, khususnya yang

digunakan sebagai dasar analisis dan berkaitan dengan topik yang

dibahas.

2. Riset Lapangan

Penelitian yang dilakukan secara langsimg pada objek penehtian

yaitu FT Sekar Artha Sentosa dengan tujuan menqieroleh data

dan informasi yang d^erhikan dan beihubungan dengan masalali

yang diteliti tentang perencanaan pendapatan dan biaya dalam

mengefisienrikan beban pajak pen^asilan badan.

Adapun teknuk-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan

cara melakukan dialog serta tanya jawab secara langsnng dengan

pihak yang terkah moigenai masalah yang diteliti
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b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan era membuat

daftar peitanyaan yang berhubungan antara variabel bebas dan

variabel tidak bebas, untuk mempermudah pembahasan lebih

lanjut.

c. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, yaitu PT

Sekar Artha Sentosa terhadap beberapa data dan informasi yang

sebenamya teijadi, yang berhubungan dengan masalah yang di

teliti.

3.2.5 Metode Analisis

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan

skripsi ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif

(non statistik), yaitu suatu metode yang bertujuan untuk

menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenamya dengan

mengumpulkan data yang relevan yang tersedia, kemudian disusun,

dipelajari dan dianalisis lebih lanjut mengenai perencanaan

pendapatan dan biaya dalam mengefisiensikan beban pajak

penghasilan badan.



BAB IV

BASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. Sekar Artha Sentosa, merupakan sebuah perseroan yang

bergerak dalam bidang Property, Developer, dan Management,

teimasuk pengolahan, pematangan, pengerukan, dan penggalian

tanab.Yang berlokasi di Gedung Granadi Lt. 10 Kav. X JL HR. Rasuna

Said, Jakarta.

PT. Sekar Artha Sentosa, didirikan pertama kali pada tahun 1994,

berdasarkan akta notaris R.M. Soerodjo, SH. No. 230 Tanggal 20

Maret 1994, akta pendirian ini disetujui oldi Mentri Kehakunan

Rq)ublik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-63S41. HT. 01. Th

94 Tanggal 8 Juni 1994.

Pada saat itu menq)unyai modal disetor sebesar Rp.

2.700.000,000, dengan komposisi kq)emilikan adalah, PT. Hun^us

memdiki modal sebesar Rp. 2.673.000.000 atau sekitar 99% dan PT.

Humpus Trading Rp. 27.000.000 atau sekitar 1%.

Pada tahun 1994, PT. Sekar Artha Sentosa mulai mengelola

perkantoran untuk di sewakan, dan sekitar tahun 2000 PT. Sekar A^a

Sentosa memdiki sebidang tanah di Desa Waringin Jaya, Bojong Cede

dan telah dibangun beberapa KPR sampai dengan tahun ini, yaitu

Perumahan atau rumah hunian Puri Artha Sentosa. Tujuan

43
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Artha Sentosa. Tujuan didirikannya perusahaan tersebut yaitu berusaha

dalam bidang property, developer, dan management, untuk mencapai

tujuan tersebut :di atas perseroan dapat melaksanfllcan kegiatan usaha

yaitu di bidang pembangunan, penjualan, penatausabaan, pengelolaan,

penyewaan, dan pekeijaan umum lainnya sehubungan Hftngan

pekeijaan tersebut.

4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam setiap kegiatan baik itu yang berhubungan dengan

pemerintahan maupun swasta, agar te^'adi keijasama yang baik dan

terarah suatu struktur organisasi sangat mutlak diperlukan, hal ini

dilakukan supaya terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan

tanggung jawab dari setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-

masing. Pada hakikatnya struktur organisasi yang baik dan sehat serta

efisien akan ikut menentukan keberhasilan perusahaan dalam

mencapai kegiatannya. Hal ini sangat berkaitan dengan ilmu

manajemen, karena tanpa aktivitas manajemen yang efektif dan

efisien, organisasi akan menemui banyak kesulitan dalam menc^ai

tujuan tersebut. Proses manajemen mencakup fimgsi-fungsi

perencanaan {planning, pengorganisasian (organizing, pengarahan

(actualiting), danpengawasan (controling).

Pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam,

yaitu:

1. Organisasi sebagai Tool of Management
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Pengertian jenis organisasi ini a^aiah organisasi sebagai sarana

atau alat bagi manajemen untuk mencapai tujuaa Oleh karena itu

organisasi dikiatakan sebagai wadab kegiatan dari individu-individu

yang bekeijasama dalam mencapai tujuan. Dalam wadah ini setiap

oarang hams mend^atkan tugas, wewenang, tanggung jawab,

hubungan dan tata keija yang jelas sebagai dasar aktivitasnya

masing-masing dalam organisasi Pengertian yang demikian

disebut organisasi yang bersifat statis karena hanya sekedar melihat

struktumya.

2. Organisasi sebagai Function of Management

Pengertian jenis organisasi ini adalah yang apabila dilihat dari

aktivitas dan tata hubungan antar organisasi baik secara formal

maupun secara informal, berhasil atau tidaknya tujuan yang hftnHalf

dicapai dalam organisasi sangat tergantung oleh keberadaan dari

manusia atau anggota organisasi tersebut.

Suatu organisasi yang ideal hams mempunyai stmktur yang

dinyatakan dengan baik yang dapat menggambarkan hubungan-

hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Stmktur dapat juga menunjukan saluran-saluran melalui aliran

hubungan. Stmktur ini akhimya dapat menggambarkan rincian

pekeijaan yang jelas bagi ti^ anggotanya.

Perusahaan perlu menyesuaikan bentuk dan susunan organisasi

dengan perkembang tugas pokok dari perusahaan tersebut. Srtuktur

organisasi disertai dengan uraian tugas (job description) mempakan
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salah satu alat untuk mengetahui ti^tiap jabatan yang ada Halam

perusahaan. Berdasrkan flmgsi dan naraian tugas teisebut di atas,

stniktur organisasi PT. Sekar Artha Sentosa dibuat untuk

mengakomodir kegiatan-kegiatan mamajemen dengan memberikan

peluang untuk pengembangan maupun perbaikan-perbaikan yang

bertujuan untuk meningkatkan kineija perusahaan.

Dalam uraian ini untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan secara

singkat mengenai tugas dan tanggung jawab dari struktur organiasai

PT. Sekar Artha Sentosa mengenai tugas dan tanggung jawab dari

struktur organisasi PT. Sekar Artha Sentosa.

1. Direktur

Tugas dan tanggung jawab:

a) Merencanakan, mengatur, mengkoordinir, mengawasi, kegiatan

perusahaan agar dapat begalan dengan baik.

b) Membuatsuaturencanakeija

c) Mengadakanrapatkegasecraberkala.

d) Mengadakan peijanjian dengan pihak tertentu.

e) Mengangkat dan memberhentikan karyawan.

Q Bertanggung jawab atas kontinuitas usaha dari perusahaan.

g) Memelihara hubungan kojasama yang baik dengan seluruh

bagian dalam perusahaan.

Daftar susiman Dewan Pengurus dan Komisaris Perusahaan adalah

sebagai berikut:

Direktur
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Komisaris Utama

Komisaris

2. Akuntansi dan Anggaran

Tugas dan tanggung jawab:

a) Menggambarkan dana-dana yang diperlukan.

b) Mencatat buku besar umum, piutang usaha, rekening iiTnum

s^erti penobayaran telepon dan Iain-Iain^ penibayaran

gaji/upah, akuntansi aktiva tetap.

c) Mendistribusikan biaya-biaya bagi kepentingan operasi segari-

hari perusahaan.

3. Keuangan dan Ferpajakan

Tugas dan tanggung jawab:

a) Mendapatkan dana dan berusaha secara

efisien.

b) Mengelola suniberdaya keuangan seperti mfimantaii operasi

fisik.

c) Melaporkan status keuangan dan basil operasi, serta
e

menyediakan dokumen-dokumen yang menunjang operasi

sehari-harL

d) Menangani masalah anggaran kas untuk merencanakan

persediaan.

e) Mengelola perencanaan peipajakan, agar jumlab beban pajak

penghasilan perusahaan seminimal mungkin.
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4. Marketing

Tugas dan tanggung jawab:

a) Mencari dan memasarkan basil produksi kepada pibak pembeli

serta menetapkan harga berdasarkan negosiasi dengan pibak

pembeli.

b) Bertanggung jawab atas kuaUtas dari basil produk yang dijual.

5. Umum

Tugas dan tanggung jawab:

a) Men^ersiapkan sarana penunjang bagi perusabapn seperti

komunikasi, peralatan kantor, dan Iain-lain.

b) Membuat usulan kebijakaksanaan umum perusabaan.

c) Membantu dalam menyusun ketentuan administrasi tata

tertib struktur organisasi perusabaan, personil serta uraian

jabarannya.

4.2. Bahasan Identifikasi dan Tnjuan Penelitian

4.2.1. Perencanaan Pendapatan dan Biaya

4.2.1.1.Perencanaan Pendapatan dan Biaya yang dapat

dilaksanakan oleh PT. Sekar Artha Sentosa

FT. Sekar Artba Sentosa merupakan sebuab perusabaan

yang bergerak dalam bidang Property, Developer, dan

Management. Dalam melakukan kegiatannya perusabaan bams

dapat memberikan yang terbaik, salab satunya yaitu dengan

cara meningkatkan laba pemsabaan. Perusabaan memandang

babwa pembayaran pajak mempakan beban bagi perusabaan
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yang dapat mengurangi laba perusahaan. Agar laba yang

diperoldi perusahaan lebih besar, tnalra perusahaan berusaha

meminimalkan jumlah beban pajaknya. Pengurangan beban

pajak boleh dilakukan oleh perusahaan asalkan tidak mftlanggar

peraturan peipajakan yang berlaku, oleh sebab itu perusahaaan

dalam usahanya meminimalkan beban pajalis

melaksanakan perencanaan pajak yang sesuai Hftngan

peraturan Undang-undang peipajakan yang berlaku. Tujuan

perencanaan pajak pada FT. Sekar Artha Sentosa, yaitu intuk

dpata mengefisiensikan jumlah penghasilan kftna pajak,

sdiingga jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan

tidak besar. Adapun perencanaan pajak yang dapat

dilaksanakan oleh FT. Sekar Artha Sentosa, dalam ii.gglia

mengefisiensikan baban pajak penghasilan badan, yaitu:

1. Menghmdaii pelanggaran terhadap peraturan peipajakan

yang berlaku.

Setiap wajib pajak harus mematuhui peraturan

peipajakan yang berlaku dalam rangka melakganakan

sistem self assessment, yaitu menghitung, menyetoikan,

dan melaporkan sendiii kewajiban peipajakannya. Wajib

pajak harus melakukan:

a. Menghitung pajak, yaitu menghitung pajaknya saidiri

dan menghitung pajak yang harus d^otong atau

dipungut daii pihak ketiga yaitu pihak yang bertransaksi
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dengan wajib pajak yang bersangjkutan. Jika wajib pajak

salah dalam menghitung kewajiban pajakaya sendiri

maka wajib pajak akan membayar pajak yang lebih

be^ daii yang seharusnya. Selain itu jika perasahaan

kurang menghitung pajaknya saiditi, malcn wajib pajak

tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa

denda dan bunga, yang juga akan mengurangi laba

perusahaan yang sebenamya. Jila wajib pajak laTai

dalam memotong/memungut pajak dari pihak ketiga,

yaitu tidak memotong pajak yang yang seharusnya

dipotong atau kurang memotong pajak dari pihak

ketiga, maka wajib pajak hams menanggung

kekurangan pajak yang dipotong tersebut beserta sanksi

administrasi bempa denda dan bunga. Hal tersebut juga

akan mengurangi laba yang menjadi bak perasahaan

b. Menyetorkan pajak, yaitu menyetorkan pajak oleh

Wajib Pajak sendiri yang menjadi kewajibannya dan

menyetorkan pajak yang telab d^ungut daii pihak

ketiga secara benar dan tapat waktu. Kelal^m Wajib

Pajak dalam menyetorkan pajak, yang tidak menyetor

atau kurang menyetorkan pajak, akan menyebabkan

timbuhiya sanksi administrasi peipajakan berupa bunga

dan denda yang dapat mengurangi laba sebenamya.
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c. Melaporkan pajak, yaitu melaporkan perhitungan

pajaknya sendiri maupun pajak yang dipotong/d^ungut

kepada pihak ketiga dan juga penyetoran-penyetoran

pajjak yang telah dilakukan. Wajib pajak tidak atau

terlambat menyetorkan pajak, Wajib Pajak aVan

dikenakan sanksi peipajakan.

Karena ketiga hal-hal di atas, Wajib Pajak harus

mengerti dengan baik hak dan kewajibannya sehingga

terhindar dari sanksi-sanksi petpajakan karena mftlflngggr

peratmran peipajakan. Kebijakan manajemen perusahaan

untuk mematuhi peraturan peipajakan yang berlaku aHalh

sangat penting, agar perusahaan tidak teijebak dalam kasus

peipajakan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup

perusahaan dimasa yang akan datang

2. Mengambil keuntungan semaksimal munglcin dari berbagai

potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak

yang diperbolehkan undang-undang.

Potongan atau pengurang yang diperbolehkan oleh

undang-undang, yaitu:

a. Pemanfaatankredit pajak secarabenar.

Pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain

dapat dijadikan pengurang dari pajak yang terutang

untuk mendapatkan pajak yang kurang atau lebih bayar.

Oleh karena itu setiap kali wajib pajak dipotong atau
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d^imgut pajak oleh pihak ketiga dan angsuian pajak

yang telah dilakakan, Wajib Pajak hams mendapatkan

bukti potongannya dan diah^an dengan baik agar

dapat dijadikan bukti untuk kredit pajak.

b. Pengorang yang diperkenankan teihadap penghasilan

bmto untuk men^tung pen^asilan kena pajak.

Wajib Pajak haras mengerti benar mengenai

pengurangan yang dipeibolehkan terhadap pen^aalan

brato yaitu pasal 6 Undang-Undang Pajak Pen^asilan

Tahun 2000, serta biaya-biaya yang tidak boleh

dikurangkan daii pen^asilan brato yaitu pasal 9

Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000.

Dalam hal ini Wajib Pajak haras berasaha semaksinial

mungkin hanya mengeluatkan biaya operasional

perasahaan yang dapat dijadikan pengurang

pen^asilan brato dan mftngbinHari pengeluaran-

pengeluaran yang tidak boleh dijadikan pengurang daii

penghasilan brato.

c. Peman&atan &si]itas peipajakn secara benar.

Salah satu &silitas peipajakan yang umiim pajak dapat

diberikan kepada Wajib Pajak adalah diperbolehkannya

wajib pajak untuk membebankan biaya penyusutan

dengan metode double declining halcmce pasal 11 ayat

(1) Undang-Undang Pajak Pangbasilan tahun 2000.
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Dalam metode penyusutan saldo memmin tersebut

Wajib membebankan biaya penyusutan yang lebih besar

pada saat aktiva tetap bam d^eroleh (belum bisa

diman&atkan secara maksimal Hnlflm menglingillcnn

pendapatan), dan lebih kecil pada saat aktiva tetap

tersebut sudah hampir habis tna.Qa manfaatnya.

3. Memanftatkan Penghasilan yang Pajaknya Hikenalfan

secara Final

Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa PPh yang

telah di pungut/dipotong pihak lain tidak dapat dikreditkan

atau dikurangkan dari total PPh temtang pada akhh- tahun.

Menurut pasal 4 ayat (2) UU PPh atas penghasilan benq)a

bunga d^osito dan tabungan-tabungan lainnya, pengenaan

pajaknya dapat dikraakan secara sehingga

penghasilan tersebut tidak dikenalcan/dikeciialilcflii dari

pajak penghasilan, sehingga pen^asilan tersebut dapat

dikenakan koreksi fiskal negati^ malca dapat mengurangi

jumlah Penghasilan Kena Pajak Perasahaan.

Berikut ini lincian laporan laba mgi komerrial PT.

Sekar Artha Sentosa adalah sebagai berikut:
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PT. Sekar Artha Sentosa

LaporanLabaRugi
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006

(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN

Penjualan 5.362.491.438

5.362.491.438

BEBAN POKOK USAHA

Beban Pokok Penjualan (3.739.165.560)

LABA USAHA KOTOR 1.623J25.878

BEBAN USAHA

Beban Pemasaran 45.517.347

Beban Umum dan Administrasi:

Biaya Gaji Kaiyawan 784.636.463

Biaya Penyusutan 118.995.519

Biaya Pegalanan Dinas 14.720.300

Biaya Sewa 105.943.293

Biaya Honorarium Toiaga Abli 19.125.000

Biaya Liatrik dan Air 17.780.435

Biaya Telepon dan Faksimili 19.474.576

Biaya Pengobatan 12.320.700

Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan 5.720.484

Sumbangan 5.500.000

Biaya Pajak dan Perizinan 72.079.216

Biaya Perlengkapan Kantor 38.312.503

Biaya Jamuan dan Representasi 25.959,729

Biaya Lain-lain 8.210.254

Jumlah Beban Usaha (1.294.295.819)

LABA BERSIH USAHA 329.030.059

PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN

Poidapatan Lain-laim

Bunga Deposito 56.384.831

Keuntungan (Rugi) dari pelepasan aktiva 6.671.467
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Beban Lain>lam:

Beban Administrasi Bank (1.957.827)

Beban Bunga (3.035.083)

Jumlah Pendapatan/Beban Lain-Iain 58.045.488

LAB A (RUGI) SEBELUM PAJAK 387.075.547

Keterangan:

a. Penjualan

Penjualan merapakan kegiatan utama perusahaan untuk

memperoleh pendapataa Penjualan pada tahun 2006 adalah

sebesarRp. 5.362.491.438.

b. BebanPokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan pada tahun 2006 adalah sebesar

3.739.165.560.

c. Beban Pemasaran

Beban pemasaran adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam

rangka memasarkan atau menjual hasil produk preusan. Beban

Pemasaran pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 45.517.347.

Menurut ketentuan undang-undang prapajakan merupakan

pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto,

sehingga tidak perlu dikoreksi fiskal.

d. Biaya Gaji Kaiyawan

Gaji karyawan adalah pembayaran kepada pegawai tetap dan tidak

tetap, termasuk direktur karena telah bekerja pada perusahaan.
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Biaya tersebut dikehiarkan oleh perusahaan dalam rangka

mendapatkan, menagili, dan memelihara penghasilan. Biaya gaji

kaiyawan tajun 2006 sebesar Rp. 784.636.463. Menurut ketentuan

undang-undang peipajakan merupakan pengurang yang

d^erkenankan mengurangi penghasilan bruto, sebingga tidak perlu

dikoreksi fiskal.

e. Biaya Penyusutan

Metode penyusutan aktiva tetap perusahaan yaitu metode gaiis

lurus untuk Pajak dan Akuntansl Perhitungan dapat dilihat pada

pembahasan p^yusutan aktiva tetap perusahaan, biaya penyusutan

pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 118.995,519.

f. Biaya Pegalanan Dinas

Biaya peijalanan dinas tahun 2006 pada PT. Sekar Artha Sentosa

sebesar Rp. 14.720,300. Di mana biaya tersebut di keluarkan

dalam rangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan, menurut ketentuan undang-undang peipajakan biaya

tersebut dapat dikurangkan daii praighasilan bruto dan tidak perhi

dikoreksi fiskal

g. Biaya Sewa

Biaya sewa dikeluarkan yaitu untuk sewa gedung. Gedung tersebut

disewa oleh perusahaan untuk menjalankan usaha, biaya tersebut

dikeluarkan ada bubungannya langsung dengan usaha untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga

menurut ketentuan undang-undang peipajakan biaya tersebut dapat
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sebagai pengurang pengbasUan biuto. Biaya sewa tabim 2006 taitu

sebesar^. 105.943.293.

h. Biaya Honorarium Tanaga Ahli

Biaya' Honorarium tenaga ahli dibeiikan k^ada tenaga profesional

yang jasanya diman&atkan oleb perusahaan. Jasa tenaga profesional

tersebut dimanfiatkandalam rangka untuk menjalankan kegiatan

usaha. B%a honorarium tenaga ahli tahun 2006 aHalali sebesar Bp.

19.125.000. Biaya tersebut dikeluarkan ada hubungannya langsung

dengan ke^tan usaha untuk mendapatkan, menagili dan

memelihara penghasilan, menurut ketentuan undang-undang

peipajakan biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

dan tidak perlu dikoreksi fislcnl

i Biaya Listrik dan Air

Biaya listrik dan air tahun 2006 adalah sebesar Bp. 17.780.435, biaya

tersebut dikeluarkan untuk kegiatan usaha, menurut ketentuan

undang-undang peipajakan biaya tersebut dapat dikurangkan dari

penghasilan brato dan tidak perlu dikoreksi fieVfll

j. Biaya Telepon dan Faksimili

Biaya telq)on dan faksimili tahun 2006 sebesar Bp. 19.474.576,

biaya tersebut dikeluarkan untuk kegiatan usaha, menurut ketentuan

undang-undang peipajakan biaya tersebut dapat dilniranglffln dari

penghasilan bruto dan tidak perlu dikoreksi fislfal
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k. Biaya Pengobatan

Biaya pengobatan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 12.320.700,

perusabaan memebenkannya dalam bentok natura/kenikmatan,

dengan langsung membayar biaya pengobatan tersebut kq>ada

klinik, rumah sakit dan dokter ten:q)at kaiyawan melalnitan

pengobatan. Dengan demikian biaya tersebut tidak boleh

dikurangkan daii pengbasilan bruto, irmka hams dikoreksi ficlral

positi£

L Biaya perbaikan dan Pemeliharaan

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dilfftTiiarVan yaitu imtnk

menqierbaiki dan m^elihara bangunan, peralatan, dan

perlengkapan kantor. Biaya perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp.

5.720.484. Menumt ketentuan undang-nndang peipajakan biaya

tersebut dapat dikurangkan dari pen^asilan bmto dan tidak perhi

dikoreksi fiskaL

m. Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan sebesar 5.500.000 dibeiikan kqiada badan

keagamaan,badan sosial, biaya tersebut dilceliinrVflii tidaV ada

hubungannya dengan . usaha untuk m^dapatkan, menagib

memelihara penghasilan dan tidak dibuat dafiar nominati&ya, dan

menumt ketentuan undang-undang peipajakan biaya tersebut

boleh dikurangkan daii pen^asilan bmto, sehingga hams dikoreksi

fiskalpositif

n. Biaya Pajak dan Perizinan
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Biaya pajak dan perizinan yaitu biaya yang Hilce1ii«rkan oleh

perusahaan sdiubungan dengau dijalankannya usaha, biaya

dikehiarkan ada hubungannya langsung dengan usaha untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, menurut

ketratuan undang-imdang peipajakan biaya tersebut dapat

dikurangkan daii penghasilan bruto sdiingga tidak perhi dilcnreVsi

fiskal Biaya tersebut adalah sebesar Bp. 72.079.216.

o. Biaya Perlengkapan Kantor

Biaya perlengkapan kantor dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu untuk

membeli perlengkapan kantor. Biaya tersebut dipergunakan imtnk

kegiatan usaha, karena biaya tersebut dilfftbiflrVan ada hiihiingaii

langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih^ dan

memelihara penghasilan maka biaya tersebut dapat dilniranglfan

sebagai pen^asilan bruto dan tidak perlu dikoreksi fiskal, biaya

tersebut adalah sebesar Bp. 38.312.503.

p. Biaya Jamuan dan Representasi

Biaya jamuan dan representasi dikehiarkan oleh pemsahaan

segubungan dengan dilakukannya penjamuan dan representasi

dengan perusahaan lain, biaya tersebut adalah sebesar Bp.

25.959.729, karena biaya tersebut tidak dibuat daflar nominatifiiya,

maka hams dikoreksi fiskal positifi
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q. Bunga Deposito

Bunga deposito merupakan penghasilan yang d^eroldi perusahaan

dan yang tennasuk dalam Pajak Pen^asilan Final, sdiingga perhi

dikoreksi fiskal negatif sebesar Bp. 56.384.831.

r. Keuntungan (Ru^) daii pelepasan aktiva

Keuntungan daii pelepasan aktiva pada tahun 2006 adalah sebesar

Bp. 6.671.567.

s. Beban Administrasi Bank

Beban administrasi bank adalab sebesar Bp. 1.975.827. Biaya

tersebut d^ergunakan untuk kegiatan usaha, karena biaya tersebut

dikekiarkan ada hubungan langsung dengan nsaba nnfiilr

mendapatkan, m^agih, dan memelihara penghasilan mnlfn biaya

tersebut dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto dan tidak perhi

dikoreksi fiskal

t Beban Bunga

Beban bunga adalah sebesar I^. 3.035.083. Biaya tersebut

dyergon akan untuk kegiatan usaha, karena biaya tersebut

dikeluarkan ada hubungan langsung dengan usaha untuk

mendapatkan , menagih, dan memelihara pen^asilan malrn biaya

tersebut

dikoreksi fiskal
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4.2.1.2.Per»icanaaii Pendapatan dan Biaya yang telaB

dilaksanakan oleh PT. Sdcar Artha Sentosa

1. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan peipajakn yang

berlaku.

a Menghitung Pajak Tenitang

Dasar dari perhitungan Penghasilan Kena pajak

Badan adalah laba/rugi menurut akuntansi (laba rugi

komersial) setelah dilakokan penyesuaian-penyesuaian

(koreksi fiskal). Koreksi ini muncul karena terdapat

perbedaan pada pedoman yang Higimalcfln tlfllam menjnisun

laporan keuangan. Pedoman yang digimakan Halam

menyusun laporan keuangan komersial adalah Standar

Akuntansi Keuangan, sedangkan pedoman yang HigiinakaTi

dalam menyusun laporan keuangan fiskal adalah ketentuan-

ketentuan yang berlaku dalam perpajakn. Laporan

keuangan fiskal merupakan laporan keuangan komersial

yang telah dimodifikasi dengan melakukan koreksi-kordcsi

fiskal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang

digariskan dalam ketentuaketentuan peraturan perundang-

undangan dalam pajak penghasilan. Berikut ini koreksi

fiskal yang dilakukan oleh PT. Sekar Artha Sentosa:

a) Biaya Pengobatan

Pada biaya pengobatan perusahaan memberikannya

dalam bentuk natura/kenikmatan, dengan lang-sung
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membayar biaya pengobatan tersebut kepada klinik,

rumah sakit dan dokter tenpat kaiyawan melakiiVan

pengobatan. Dengan demikian biaya tersebut tidak boleh

dikurangkan dari penghasilan bruto, maka hams dikoreksi

fiskal positif sebesar Rp. 12.320.700.

b) Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan dikeluarkan bukan Halam rangka

kegiatan usaha dan tidak dibuat daftar nominatifiiya

sehingga perlu dikoreksi fiskal positif sebesar Rp.

5.500.000.

c) Biaya Jamuan dan Representasi

Biaya penjamuan tamu dan representasi tid^ dibuat

daftar nominatifiiya, sehingga dikoreksi fiskal positif

sebesar Rp. 25.959.729.

d) Biaya Penyusutan

Pembebanan penyusutan aktiva tetap pada biaya

operasional menurot akuntansi menggunakan metode

garis lurus yaitu sebesar Rp. 118.995.519, dan berikut ini

perhitungan penyusutan aktiva tet^ paiisahaan menumt

akuntansi dengan menggunakan metode gaiis lurus:
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Tabel3.

Peiqnisutan Aktiva Tetap menurat Akuntansi, dengan
menggunakan Metode Garis Lurns

Jenis Aktiva Masa

Manfaat

Harga
Perolehan

Penyusutan
Tahun 2006

Banguoan 20 888.576.180 44.428.809
Koidaraan 5 219.085.900 43.817.180
PeralatanProyek 4 84.703.560 21.175.890
LiventarisKantoi 5 47.868.200 9.573.640
Jumlah 1.240.233.840 118i>95.519

Sedangkan paiyusutan menurut Pajak diatur

dalam pasal 11 Undang-undang No. 10 Tahun 2000,

yaitu dengan menggunakan tarif tertentu yang sesuai

doigan penggolangan jenis aktiva dan masa

manfaatnya, dan metode yang dipergunakan perasahaan

untuk penyusutan fiskal adalah dengan menggunakan

metode garis lurus:

Tabel4.

Penyusotan Aktiva Tetap menurut Pajak menggunakan Metode
Gaiis Lurus

JenIs Aktiva Masa

Manfaat
Tarif Harga

Perolehan
Penyusutan
Tahun 2006

Bangunan 20 5% 888.576.180 44.428.809
Kendaiaan 8 12.5% 219.085.900 27.385.738
PeralatanProyek 4 25% 84.703.560 21.175.890
hiventaiisKantor 8 12.5% 47.868.200 5.983.525
Jumlah 1.240.233.840 98.973J)62

Daii perhitungan penyusutan aktiva tetap tersebut

dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan basil

peibitungan penyusutan antara menurut nkuntan.ci Han

pajak, dibawah ini jumlab penyusutan menmut

akuntansi dan pajak.
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TabelS.

Ped^andingan Jumlah Bi^ pei^usutan menurut Akuntansi dan Pajak
dengan Menggunakan Metode Garia Luius

Jenis AkUva Penyiuutan
Ahuntansl

Beda

Sementara

Penyusutan
Fiskal

Bangunan 44.428.809 . 44.428.809
Kendaraau 43.817.180 16.431.442 27.385.738
Peralatan Proyek 21.173.890 • 21.175.890
Livottaiis Kantor 9.573.640 3.590.115 5.983.525
Jumlah 118.995.519 20.021.557 98.973.962

Dari peihitimgan penyusutan aktiva tetap

penisahaan diatas menurut akuntansi dan pajak terdapat

perbedaan, menumt akuntansi sebesar Rp. 118.995.519

dan menurut pajak sebesar Rp. 98.973.962, penyusutan

menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan

menurut pajak, sebingga selisihnya bams dikoreksi

fiskal positi^ karena menambab laba kena pajak sebesar

Rp. 20.021.557.

e) Bunga Deposito

Bunga dqiosho merapakan pengbasilan yang Hilf<»nairan

Pajak Pengbasilan Final, sesuai dengan Peraturan

Pemerintab Republik Indonesia No. 131 Tabun 2000.

Tentang PPb atas bunga deposito dan tagungan serta

Sertofbkat Bank Indonesia menetapkan pengenaan ppb

atas btmga dari dq)osito dan tabungan serta diskonto

Sertifikat Indonesia. Maka bunga deposito ini bams

dikoreksi fiskal negatifyaitu sebesar Rp. 56.384.831.

Beiikut ini Laporan Rekonsiliasi Fiskal Laba

Rugi PT. Sekar Artba Sentosa:
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FT. Sdtar Artha Sentosa

Rdconsiliasi Laba R119
Per 31 Desember 2006
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Keterangan Komersial Karehsi Fiikal

Positif N^atif

Pealnalan 5^2^1.438 5362.491.438

Beban Pokok Peajualaii (3.739.16S^ (3.739.165360)

Laba Kbtor 1.623325^8 1.623325.878

Beban Pemasaian 45.517.347 45.517347

BebanUmum dan Administiasi:

B. Gaji Kaiyawan 784.636.463 784.636.463

B. Penyiisutan 118.995.519 20.021.557 98.973.962

B. Peqalanan Dinas Kaiyawan 14.720.300 14.720.300

B. Sewa 105.943.293 105.943.293

B. Honorarium Tenaga Ahli 19.125.000 19.125.000

B. Listiikdan Air 17.780.435 17.780.435

B. Telqion dan Faksnmli 19.474.576 19.474.576

B. Pengobatan 12.320.700 12.320.700 -

B. Peibaikan dan Pemeliharaan 5.720.484 5.720.484

B. Sumbangan 5.500.000 5.500.000
•

B. Pajak dan Perizinan 72.079.216 72.079.216

B. Perlen^panKantor 38.311503 38.312.503

B. Jamuan dan R^resentasi 25.959.729 25.959.729 -

B. Lain-lain 8.210.254 8.210.254

Jumlah Beban Usaha (1.294.295319) (1.230.493.833)

Pendapatan/Beban Lain-lian:

Bunga D^osito 56.384.831 56.384.831 _

Keuntungan (rugi) dari pelqiasan
aktiva

6.671.567 6.671.567

Beban Administiasi Bank (1.975.827) (1.975.827)
Beban Bunga (3.035.083) (3.035.083)
Jumlah PendapatanABeban
Laln-laln

58.045.488 1359.657

Laba sebelum Palak 387.075347 394.492.702
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Setelah Jnmlah Penghasilan Kena Pajak sudah

diketahui, maka dilalnilcati peiiiitungan besamya pajak

praghasilan badan terutang dengan tarif yang

ditentukan dalam pasal 17 Undang-Undang No. 17

Tabun 2000 Tentang Pajak Pen^asilan. Setelab

diketabui besamya pajak peugbasilan badan temtang

lain dapat ditentukan besamya angsuran PPb Pasal 25

untuk tabun berikutnya. Beiikut ini perbitungannya;

Pengbasilan Kena Pajak 394.492.702

PPb Temtang:

Rp 50.000.000 X 10% = Rp. 5.000.000

Rp. 50.000,000 X15% =Rp. 7.500.000

Rp. 294.492.702 x 30% =1^.88.347.811

PPb Temtang Rp. 100.847.811

Kredit Pajak:

PPb Pasal 23 Rp. 15.739.430

PPb yang masib bams dibayai sendiri Rp. 85.108.381

PPb Pasal 25 Rp. 88.172.634

PPb pasal 28A (Lebib Bayar) Rp. 3.064.253

Dan peibitungan angsuran PPb Pasal 25 untuk tabun

berikiutnya adalab sebagaiberikut;

a) P^gbasilan yang menjadi

dasar peibitungan angsuran I^. 394.492.702

b) Kompensasi keragian Rp. 0

c) Penghasilan kena pajak (a-b) Rp. 394.492.702
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d) PPhyangteiutang

(tarifpasal 17 xhuiuf c) Rp. 100.847.811

e) Kredit pajak tahun lalu atas

pen^asilan yang tennasuk

dalam hunif a yang dipungut/

d^otongpaiaklain I^. 15.739.430

f) PPh yang haras dibayar seadiii (d-e) Rp. 85.108.381

g) PPhPasal 25 (1/12 xhurafQ Rp. 7.092.365

Jadi besaraya angsuran PPh Pasal 25 nntuk tahun

beiikutnya adalah sebesar Rp. 7.092.365.

b. Menyetor Pajak, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 25

PT. Sekar Artha Sentosa, dalam membayar pajak

tidak pemah melewati tanggal jatuh texopo, ini dilnlniVati

agar tidak tegadi sanksi atau denda. Adapun jmnlah

angsuran PPh Pasal 21 tahun 2006 adalah sebesar Rp.

10.210.254. Sedangkan jumlah angsuran PPh Pasal 25

tahun 2006 adalah sebesar Rp. 88.172.634.

c.Melaporkan Pajak melahii penyan^aian Surat

Pemheiitahuan Tahuan (SPT)

Wajib pajak dalam melaporkan perhitungan Hflg

pembayaran pajak yang teratang yaitu moiggunakan

Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak haras

mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan pada

Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menunjukkan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
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Surat Pemberitahuan tersebut harus Hii.d dengan

benar, jelas, dan leng^p sesuai dengan petunjuk yang

diberikan. Batas waktu penyan:q>aian Surat

Pembeiitabuan (SPT) untuk SPT masa pada PPh Pasal 21

yaitu tanggal 20 bulan takwdm beiikutnya setelah Masa

Pajak berakbir.

2. Mengambil ICeuntungan yang sebesar-besamya atau

semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian,

potongan atau pengurangan atas pengbasilan kena pajak

yang d^erbolehkan undang-undang.

a. Ponan&atan Kredit Pajak secara.benar

Perusabaan meman&atkan kredit pajak atas PPb

Pasal 23 dan PPh pasal 25, karena didukung dengan

bukti setoran pajak yang diangsur setiap bulannya

sebingga diperoleb kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar

15.739.430 dan PPb Pasal 25 88.172.634.

b. Pengurangan yang diperkenankan terbadap penghasilan

bruto untuk mengbitung pengbasilan kena pajak.

Biaya yang boleb dikurangkan daii pen^asilan

bruto PT. Sekar Artba Sentosa, moigacu pada Undang-

Undang Pajak Pengbasilan Pasal 6 ayat 1 buruf a yahu

biaya yang boleb dikurangkan daii pen^asQan bruto

adalah biaya yang dikebiarkan untuk mendapat,

menagib dan memelibara pengbasilan Rincian biaya-
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biaya tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Laporan Laba

Rngi Komersial PT. Sekar Artha Sentosa Tahun 2006.

3. Meman&atkan Penehasilaii yang Pajalmya HilfftnaVati

secara Final

Pengenaan pajak yang berd&t final beraiti bahwa

PPh yang telah di pimgut/dipotong pihak lain tidak dapat

dikreditkan atau dikurangkan daii total PPh terutang pada

akfair tahun. Menurut pasal 4 ayat (2) UU PPh atas

poighasiian berupa bungan deposho dan tabungan-

tabungan lainnya, pengenaan pajaknya dapat dilcmmlfflti

secara final, sehingga penghasilan tersebut tidak

dikenakan/dikecualikan dari pajak penghasilan, sehingga

penghasilan tersebut dapat dikenakan koreksi fieVal

negati^ maka dapat mengurangi jxunlah Penghasilan

Kena Pajak Perusahaan. Perencanaan yang dilalnilcfln

perusahaan adalah dengan menggunakan bunga dq)osito

yang pengenaan pajaknya bersifat final dan dikecualikan

dari objek pajak.

4.2.1.3.Prencanaan Pendapatan dan Biaya yang belum

dilaksanakan oleh FT. Sekar Artha Sentosa

Tujuan dari peroicanaan pajak adalah untuk

meman&atkan potensi penghematan pajak secara maVRiinal

guna mencapai suatu keuntungan atau lilgiiditag tertentu.

Analisis potensi pen^ematan pajak yang dapat dipaoleh
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perasahaan apabila perusahaan melaksanakan perencanaan

pajak untuk efisiensi beban pajak penghasilan badan.

a. Memanfaatkan fesilitas peipajakan yaitu diperbolehkannya

Wajib Pajak untuk membebankan biaya penyusutan dengan

saldo inenurun.

Analisis dilanjutkan dragan apabila perusahaan

melaksanakan perencanaan pajak dengan mftirmnfflatlcan

fasilhas peipajakan yaitu diperbolehkannya wajib pajak

untuk membebankan biaya penyusutan dengan metoda

saldo menurun, berikut perhitungan penyusutan aktiva tetap

perusahaan dengan menggunakan metode saldo menurun.

Dan rincian perhitungannya terdapat pada lanipiran.

Tabel 7

Penyusutan Aktiva Tetap menurut Pajak dengan menfigiinakan Metode
Saldo Menurun

Jenis Aktiva Masa

Manfaat

Tarif Dasar

Paiyusutan
Penyusutan
Tahun 2006

Bangunan 20 5% 888.576.180 44.428.809
Kendaraan 8 25% 167.498.438 41.874.609

Peialatan Provek 4 50% 53.876.780 26.938.390
Inventaris Kantor 8 25% 38.409.720 9.602.430
Jmulah 1.148.361.118 122.844.238

Berikut ini perbandingan penyusutan aktiva tetap

menurut pajak dengan menggunakan metode garis huus

dan saldo menurun:
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TabelS

PftifmnHing^n Ptenyusntan Alrtroa meniinit Rajak denganmBTipglinalcan
Metode Cans Lxirus dan Saldo Menuiun

Jenis AMva Penyusutan Garis
Lurus

Beda

Sementara

Penyusutan
Saldo Menurun

Bangunaa 44.428.809 - 44.428.809

Kendaiaan 27.385.738 14.488.871 41.874.609

PeialatanPioyek 21.175.890 5.762.500 26.938.390

laventarisKantor 5.983.525 3.618.905 9.602.430

Jumlah 98.973i)62 23.870.276 122.844.238

Pembebanan penyusutan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu sebesar Rp. 98.973.962, sedangkan menurut

saldo menurun sebesar 122.844.238, pembebanan biaya

penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun

lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode garis

lurus, sebingga dapat mengurangi laba kena pajak. Jadi

efisiensi beban pajak pen^asilan badan yang d^eroleh

apabila perusahaan menggunakan metode saldo moiurun

adalab sebesar Rp. 23.870.276.

b. Memanfaatkan Biaya-biaya yang boleh dikurangkan daii

penghasilan bruto.

Pemanfaatan biaya-biaya yang dapat dikurangkan

dari pengihasilan bmto, dapat dilakukan dengan cara

perusahaan mengalibkan pemberian tunjangan

pengobatan sebesar 12.320.700, yang awalnya

diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, m^jadi

dalam bentuk tunjangan bempa uang tunai, sebingga

biaya tersebut dapat dikurangkan dari pengbasilan brato.

Dengan melaksanakan perencanaan pajak tersebut, maka
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pemsahaan men^eroleh efisiensi beban pajak

pengbasilan sebesar Rp. 12.320.700, lalu dikalikan

dengan tarif dan ha^ya merupakau suatu pen^ematan

pajak, kaiena biaya tersebut dapat dikurangkan dari

pen^asilan bnito dan tidak terkena koreksi fiskal poshiC

Dan pada biaya jannian dan representasi sebesar Rp.

25.959.729, perusahaan tidak membuat daRar

nominatifiiya secara lengkap, sehingga tidak dapat

dikurangkan dari pengkasilan bruto, apabila perusahaan

membuat daftar nominatifiiya secara len^ap makn biaya

tersebut dapat dikurangkan daii pengbasilan bruto,

sehingga akan diperoleh penghematan pajak.

4.2.2. Efisiensi Beban Pajak Pengbasilan Badan

4.2.2.1. Penghematan Pajak yang diperoleh apabila dilaksanakan

Pereneanaan Pendapatan dan Biaya

Penelitian dilanjutkan dengan kondisi apabila

perusahaan menerapkan pereneanaan pajak yang belum

dilaksanakan yaitu;

a. Meman&atkan &silitas peipajakan yaitu diperbolehkannya

Wajib Pajak untuk membebankan biaya penyusutan dengan

metode saldo menurun.

Apabila perusahaan melaksanakan perecanaan

pajak dengan memanfaatkan fasilitas peipajakan dengan

membebankan biaya penyusutan menggunakan saldo
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menurun, malca efisiensi beban pajak yang (^peroleh yaitu

sebesar Rp. 23.870.276, maka laba k^a pajak yang tadinya

sebesar Rp. 394.492.702 dikuran^ Rp. 23.870.276 menjadi

370.622.426.

Perhiltmgan;

Pengbasilan Kena Pajak 370.622.426

PPb Terutang:

Rp. 50.000.000 X 10 % = Rp. 5.000.000

50.000.000 X15 % = I^. 7.500.000

Rp 270.622.426 x 30 % = Rp. 81.186.728

PPb Terutang Rp. 93.686.728

Dari perhitungan pajak terutang perusabaan di atas

dapat dilibat babwa efisiensi pajak yang d^eroleb

perusabaan jika dilaksanakan perencanaan pajak adalab

sebesar Rp. 93.686.728. Dibandingikan apabila sebelum

dilaksanakan perencanaan pajak PPb terutangnnya sebesar

Rp. 100.847.811, jadi setelab dilakfianalfaTi perencanaan

pajak, maka pengbematan beban pajak pengbasilan yang

d^eroldi dengan meman&atkan pembebanan penyusutan

menggunakan saldo menurun sebesar 7.161.083, oleb

karena itu sebaiknya perusabaan melaksanalfnii

per^canaan pajak untuk efiisiensi beban pajak pengbasilan

badan, dengan memanfaatkan &si]itas peipajakan yaitu

diperbolebkannya wajib pajak membebankan biaya
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penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun

ganda, karena daigan melaksanakan pereacanaan pajak

tersebut d^eroleh penghematan pajak yang dapat

men^eikecil beban pajak penghasilan perusahaan.

b. Meman&atkan biaya-biaya yang dapat dilnirangkan Hari

penghasilan bruto.

Perasahaan dapat meman&atkan biaya-biaya yang

dapat dikurangkan daii pen^asllan bruto, dapat dilalniTf^n

dragan cara perusahaan mengalihkan pemberian tunjangan

pengobatan sebesar 12.320.700, yang awalnya

diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, menjadi Halam

bentuk tunjangan berupa uang tunai, sefaJngga biaya

tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dan

pada biaya jamuan dan representasi sebesar Rp. 25.959.729

hams di buat dafiar nominatif secara lengkap sehingga

biaya tersebut dapat di kurangkan dari penghasilan bmto.

Dengan melaksanakan perencanaan pajak tersebut, malca

pemsahaan dapat mengjiemat beban pajaknya. Berikut

perhitungannya:

> Apabila Hilflkgi

Laba kena pajak, menumt fiskal Rp, 394.492.702

Biaya Pengobatan (Rp. 12.320.700)

Biaya Jamuan dan Representasi (Rp. 25.959.729)

Penghasilan Kena Pajak Rp. 356.212.273
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PPh Temtang:

Rp 50.000.000 X 10% = Rp. 5.000.000

I^. 50.000.000 X 15% = Rp. 7.500.000

Rp. 256.212.273 x 30% = Rp 76.863.682

PPh Temtang I^. 89.363.682

Dari peihitungan di atas dapat dilihat bahwa

apabila pemsahaan melaksanakan perencanaan pajak

tersebut, maka diperoleh penghematan pajak, yang awalnya

PPh Temtangnnya sebesar Rp. 100.847.811 menjadi lebih

kecil sebesar 1^. 89.363.682. Sdhingga diperoleh

penghematan pajak sebesar 11.484.129.

4.3. Tiiijaaan Perencanaan Pendapatan dan Biaya dalam Mengefisiensikan

Beban Pajak Penghasilan Badan pada FT. Sekar Artha Sentosa

Seperti telah dhiraikan diatas, suatu perencanaan pajak khusunya atas

pendapatan dan biaya, bertujuan untuk meman&atkan potensi penghematan

pajak dengan cara yang legal untuk suatu likuiditas tertentu. Dan dalAm suatu

perencanaan pajak berlaku prins^ deductible dan tax taxable, yaitu merabah

suatu konq}onen biaya yang menumt ketentuan peipajakan tidak dapat

dijadikan sebagai paagurang pen^asilan bmto menjadi komponen biaya

yang dapat dijadikan sebagai. pengurang penghasilan penghasilan bmto

dengan konsekuensi teijadi pembahan pada salah satu jenis pajak yang

menjadi kewajiban pemsahaan tersebut.

Dalam melaksanakan perencanaan pajak atas beban pajak penghasilan

badan, PT Sekar Artha Sentosa, hams mampu meman&atkan potensi
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peoghematan laba kena pajak. Keterkaitan antara perencanaan atas pendapatan

dan biaya dengan beban pajak pesnghasilan badan adalab memanfaatkan

pehiang penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dan meman&atkan

biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam

melaksanakan perencanaan pajak atas pendapatan dan pen^asilan,

perusahaan harus manq)u merumuskan kebijakan yang tepat, guna meraih

peng^ematan Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Dari proses perencanaan pajak atas p^dapatan dan biaya dalam

mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan yang telah dhiraikan diatas

dapat disimpulkan bahwa, jika perusahaan melaksanakan perencanaan pajak

atas pendapatan dan biaya dengan memanfaatkan semaksimal mnngkin

potongan yang d^erkenankan dalam undang-undang yaitu, dengan

meman&atkan &silitas yang dibeiikan peipajakan dengan diperbolehkannya

Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan aktiva tetap dengan

menggunakan metode saldo menurun ganda, dan meman&atkan biaya-biaya

yang boleh. dikurangkan dari penghasilan bruto seperti biaya pengobatan dan

biaya jamuan dan representasi, maka akan d^eroleh efisiensi beban pajak

penghasilan dan dapat memperkecil laba kena pajak, sehingga dapat

menghemat pajak penghasilan badan, dan berikut adalah perhitungannya;

Laba kena pajak, moiurut fiskal Rp. 394.492.702

Biaya penyusutan (Rp. 23.870.276)

Biaya pengobatan (Rp. 12.320.700)

Biaya jamuan dan representasi (Rp. 25.959.729)

Penghasilan Kena Pajak 1^.332.341.997
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Rp. 50.000.000 X 10 % = Rp. 5.000.000

Rp 50.000.000 X15 % = Rp. 7.500.000

Rp. 232.341.997 x 30 % = Rp. 69.702.599

PPh Teratang Rp. 82.202.599

Dari perbitimgan di atas dapat dilihat babwa apabila perusabaan

melaksanakan perencanaan pajak tersebut, maka akan d^eroleb pajak

penghasilan yang lebih kecil, yang awalnya besar PPh terutang sebesar I^.

100.847.811 menjadi turun sebesar Rp. 82.202.599, sehingga diperoleh

penghematan pajak sebesar Rp. 18.645.212.

Setelah melihat p^jelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan-

kebikajan yang diterapkan dalam perencanaan pajak meiiq)unyai peranan atas

efisiensi beban pajak penghasilan badan pajak penghasilan badan, dengan

melalui peman&atan &silitas yang diberikan peipajakan yaitu

diperbolehkannya Wajib Pajak dalam pembebanan penyusutan mfttippimakgn

saldo menurun ganda dan dengan meman&atkan biaya-biaya yang boleh

dikurangkan dari penghasilan bruto, seperti biaya pengobatan dan biaya

janman dan representasi, serta memanfaatkan pendapatan yang dikecualikan

sebagai objek pajak, yang telah dilakukan oleh perusabaan dengan

menggunakan deposito.

Dari uraian di atas dapat disinq)ulkan bahwa perencanaan pendapatan

dan biaya mempunyai peranan dalam mengefisiensikan beban pajak

pen^asilan badan.
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SIMPVLAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penditiaii yang tdah Hilnlntlfan^ pennlis dapat

mengambil k6igi]q>ulaii dalam dua bagian yang terdiri daii kesunpulan nmiim

dan kesmq)ulan khusus. Kesinqnilan nrnnni mmjelaskan mengenai sejarah

dan latar belakang perusahaan, sedangkan kesinq)ulan kbngiig menjelaskan

5.1.1. Sinipulan Unuun

PT. Sekar Aitha Sentosa, mexupakan sebuah perseroan yang

bergerak dalam bidang Property, Developer, dan Management,

tennasuk pengolaban, pematangan, pengerukan, dan penggalian

tanakYang berlokasi di Gedung Granadi Lt. 10 Kav. X JL HR. Rasuna

Said, Jakaita.

PT. Sekar Artha Sentosa, sebagai Wajib Pajak badan barus

mematnhui peraturan peipajakan yang berlaku Halam rangka

melaksanakan self assesment, yaitu menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Hal ini menegaskan bahwa

penisahaan sewajamya melakukan perencanaan pajak atas pendapatan

dan biaya yang t^at, karena perencanaan pajak merupakan

serangkaian ke^tan yang beitujuan melakukan pen^ematan pajak

secara legal, sesuai dengan hukom posidf yang berlaku dengan cara

menerapkan peraturan peipajakan secara benar dan melakukan

efisiensi untuk mencapai laba yang sdiarusnya.

78
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S.1.2. Sin^ulan Khusus

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah Hikftmnlfalfgn pada

bab sebelumnya, maka dap at diambil kesin:q>ulan khusus adalah sebagai

beiikut:

a. Dalam melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak Badan, PT.

Sekar Artha Sentosa telah melakukannya sesuai dengan peraturan

Undang-undang peipajakan. Perusahaan telah melakukan koreksi

fiskal atas laporan laba ragi perasahaan, yaitu dengan dilakukannya

koreksi fiskal positif atas pos biaya penyusutan, pos biaya

pengobatan, pos biaya sumbangan dan pos biaya jamuan dan

representasl Dan perusahaan juga melakukan koreksi fiskal negatif

pada pos pradapatan bunga deposito. Perhitungan Penghasilan Kena

Pajak ini merupakan dasar untuk menghitung besamya Pajak

Penghasilan Terutang dan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun

berikutnya.

b. Perusahaan telah memanfaatkan kredit pajak secara benar atas PPh

Pasal 23 dan PPh Pasal 25, sehingga kredit pajak tersebut dapat

mengurangi jiunlah beban pajak terutang perusahaan.

c. Perencanaan pajak atas biaya yang diterapkan oleh PT. Sekar Artha

Sentosa belum begalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan

belum maksimalnya pemsahaan dalam memanfaatkan peluang-

peluang yang bisa dilakukan pemsahaan yang sesuai dengan

peraturan peipajakan dalam usaha meminimalkan jumlah beban

pajak pemsahaan yang akan dibayarkan, yaim:



80

• Biaya peogobatan sebesar Rp. 12.320.700, perasahaan

memberinya dalam bentuk natura yaitu dengan cara

membayarkan langsimg ke te]iq>at kaiyawan melaViiVan

pengobatan. Sehingga biaya tersebut tidak dapat di kurangkan

dari penghasilan bruto. Sebenamya perasahaan bisa

memanftatkan pehiang dengan cara memberikaniiya dalam

bentuk tunjangan yang langsung diberikan pada kaiyawan, yang

akan menambah penghasilan kaiyawan, sdiingga biaya tersebut

dapat di kurangkan dari penghasilan bruto.

• Dalam melakukan peihitungan penyusutan, perasahaan

melakukan perhitungan dengan meoggunakan metode garis

luras. Sebaiknya dalam melakukan perencanaan pajak,

perasahaan bisa memaniaatkan &silitas yang diberikan

perpajakan yaitu d^erbolehkannya Wajib Pajak dalam

melakukan pembebanan penyusutan dengan menggunakan

metode saldo menurun, dimana dragan menggunakan metode

saldo menurun, dapat menghasilkan jumlah penyusutan yang

lebih besar, yaitu sebesar Rp. 122.844.238 dibandingkan dengan

menggunakan metode garis luras yaitu sebesar Rp. 98.973.962,

maka diperoldi penghematan sebesar Rp. 23.870.276, sehingga

jumlah penghasilan kena pajak perasahaan lebih kecil, malca

akan mengefisiensikan jumlah beban pajak penghasilan badan.

•  Biaya jamuan dan representasi sebesar Rp. 25.959.729,

perasahaan tidak membuat dafiar nominatif secara lengkap.



81

sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan daii

peng^asQau brato. Sebaiknya perasahaaa membuat daftar

nominati&ya secara lengkap, agar biaya tersebut dapat di

kurangkan daii penghasUan bruto.

Jadi, jika perusahaan melaksanakan Perencanaan Pajak sesuai

dengan uiaian yang telah di jelaskan di atas, malfa perusahaan

dapat men^emat jumlah pajak penghasilannya. Yang awainya

sebesar Rp. 100.847.811 menjadi turun sebesar I^. 82.202.599,

sehingga diperolehpen^ematan pajak sebesar Rp. 18.645.212.

d. Sedangkan perencanaan pajak pada pendapatan, yang HnalniVnn

pausahaan sudah dilakukan dengan baik, hal ini ditunjukkan

dengan perusahaan telah meman&atkan pehiang dari pen^asilan

yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu berupa bunga deposito.

Maka penghasilan tersebut tidak d^erhitungkan daii pengenaan

pajak penghasilan badan, sehingga dikoreksi fiskal negati^ maVa

jumlah poighasilan kena pajaknya menurun, yang daigan

e. Perencanaan pajak atas pendapatan dan biaya men^unyai peranan

yang sangat penting dalam usaha mengefisiensikan jumlah beban

pajak penghasilan badan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesmq>ulan yang telah di uraikan di atas, maVa penulis

dapat memeberikan saran yang dapat membantu dan bermanfeat bagi

perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, yaitu sebagai beiikut:
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a. Sebaiknya perusabaan dalam melakukan pembebaiiaii penyusutan lebih

baik doigan meaggunakan metode saldo meaurun ganda, dibandingkan

dengan metode gaii$ luius. Kareaa jika peibitungan penyusutan dengan

menggunakan metode saldo menurun ganda, perusabaan dapat

membebankan biaya penyusutan yang lebib besar dibandingkan dengan

menggunakan metode garis birus. Dengan demikian jumlab pengbasilan

kena pajak perusabaan akan lebib kecil, sehingga diperoleb efisiensi

beban pajak pengbasilan bad^

b. Sebaiknya biaya pengobatan yang dibeiikan perusabaan kepada kaiyawan

dalam bentuk natura, yang tidak dapat dikurangkan daii pengbasilan bruto,

dialibkan menjadi tunjangan berupa uang tunai, sehingga biaya tersebut

dapat dijadikan pengurang daii pen^silan bruto. Dengan demikian

jumlab pengbasilan kena pajak perusabaan menjadi lebib kedl, sehingga

akan diperoleb efisiensi beban pajak pengbasilan badan.

c. Biaya jamuan dan rq)resentasi, agar biaya tersebut dapat menjadi

pengurang daii pengbasilan bruto, maka sebaiknya perusabaan membuat

daBar nomonatifiiya secara lengkap, sehingga biaya tersebut dapat menjadi

pengurang dari pengbasilan bruto, dengan demikian jumlab pengbasilan

kena pajak perusabaan akan menjadi lebib kedl, sdiingga akan diperoleb

efisiensi beban pajak penghaalan badan.
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PT. SEKAR ARTHA SENTOSA

DAFTAR AKTIVA TETAP

Tahun 2006

No Jenis Aktiva | Tahun Perolehan | Masa Manfaat Harga Perolehan
Akm. Penyusutan Biaya Penyusutan 1 Akm. Penyusutan 1 Nilai Buku

Per 31-12-05 Per 31-12-06 I Per 31-12-06 1 Per 31-12-06
A Bangiinan 1999 20 888.576.180 286.310.205 44.428.809 330.739.014 557.837.166
B KENDARAAN

Isuzu Sporty 2003 5 62.474.900 25.281.825 12.494.980 37.776.805 24.698.095
Suzuki Escudo 2004 5 68.664.000 40.354.069 13.733.050 57.520.069 11.143.931
Isuzu Elp (Tiuck) 2005 5 87.947.000 56.984.430 17.589.400 74.573.830 13.373.170
Total Sub B 219.08Sit00 144.208.145 43.817.180 169.870.704 49.214.196

C PERALATAN PROYEK

Genset 2004 4 38.603.560 20.073.480 9.650.890 29.688.370 8.915.190
Mesin Cetak Bataco 2005 4 46.100.000 24.298.848 11.525.000 35.823.848 10.276.152
Total Sub C 84.703560 73536528 21.175.890 65.512.218 19.191J42

D INVENTARISKANTOR

Komimter •  2003 5 3.000.000 1.125.000 600.000 1.725.000 1.275.000
AC General 1PK 2003 5 4.900.000 2.937.500 980.000 3.917.500 982.500
MejaDisoIvei 2003 5 2.504.750 1.475.000 500.950 1.975.950 528.800
Laptop Toshiba 2004 5 3.000.000 1.125.000 600.000 1.725.000 1.275.000
Peisonel Computer 2004 5 2.400.000 1.340.000 480.000 1.820.000 580.000
MejaRapat 2004 5 933.600 110.260 186.720 296.980 636.620
MejaKomputer 2004 5 530.000 124.250 106.0(K) 230.250 299.750
Handphone 2004 5 1.400.000 949.219 280.000 1.229.219 170.781
MejaKursi 2004 5 1.260.000 828.500 252.000 1.080.500 179.500
PerlengkapanPC 2004 5 1.060.000 633.500 212.000 766.000 294.000
Faxcimile 2005 5 1.050.000 523.750 210.000 733.750 316.250
Meja 1/2 biro 2005 5 1.000.000 550.250 200.000 750.250 249.750
KursiLipat 2005 5 168.000 63.800 33.600 97.400 70.600
MejaKomputer 2005 5 490.000 277.750 98.000 375.750 114.250
Handphone 2005 5 2.947.000 67.325 589.400 656.725 1.246.125
KursiLipat 2005 5 80.000 12.400 16.000 28.400 44.400
Mesin Tulis 2005 5 190.000 121.875 38.000 159.875 30.125
Handphone 2005 5 1.500.000 423.600 300.000 723.600| 776.400



Satelindo 2005 5 459.000 73.200 91.800 165.000 294.000
Haidisk & Accer 36X 2005 5 1.680.000 684.375 336.000 1.020.375 659.625
MB 135 Laci Sorong 2005 5 340.850 71.500 68.170 139.670 201.180
AC Toshiba 2005 5 1.900.000 1.124.300 380.000 1.504.300 395.700
Notebook Toshiba 18 Februari 2006 5 10.100.000 0 168.333 168.333 9.931.667
Printer Hp 640 5-Apr-2006 5 1.025.000 0 153.750 153.750 871.250
Camera Digital 9 Jiuii 2006 5 3.950.000 0 460.833 460.833 3.489.167

Total Sub D 47.868.200 56.742.216 9.573.640 24.532J27 24.672.440
Total A+B+C+D 1.240.233.840 570.596.894 118.995.519 590.065.426 650J)15.144



PT. SEKAR ARTHA SENTOSA

DAFTAR AKTIVA TETAP

Metode Garis Lunis

No 1 Jcaiis Akiiva Tahun Perolehar Masa Manfaal Dasar Paiyusutan Tahun Persentase Jnndah Akumulasi ratal

Poivusutan Penvusutan Penyusntan

u•

1

9

Buku
A Btmsunaii 1999 20 888.S76.180 2006 5% 44.428.809 330.739.014 557.837.166
B KENDARAAN •

Isuzu Sporty 2003 8 62.474.900 2003 12.5% 7.809363 7.809.363 54.665.537

2004 v7.809.363 15,618.726 46.856.174

2005 7.809363 23.428.089 39.046313
2006 7.809.363 3L237.450 31.237.45tf

Suzuki Escudo 2004 8 68.664.000 2004 12.5% 8383.000 8.583.000 60.081.000

2005 8.583.000 17.166.000 51.498.000

2006 8.583.000 25.749.000 4X915.000
Isuzu Elp (Truck) 200S 8 87,947.000 2005 12.5% 10:993323 10.993.375 76.953.625

2006 10393375 21.986.750 65.960.250
Total Sub B 219.085.900 27385.738 78.973.200 140.11X700

C PERALATAN PROYEK

Oeuset 2004 4 38.6Q3.S60 2004 25% 9.650.890 9.650.890 28.952.670

2005 9.650.890 19.301.780 19301.780

2006 9.650.890 28.95X670 9.650.890
Mesin Cetak Bataco 200S 4 46.100.000 2005 25% 11.525.000 11.525.000 34.575.000

2006 11325.000 23.050.000 23.050.000
Total Sub C 84.703.560 21.175.890 5X004.670 3X700.890

D INVENTARKKANTOR

Koaputer 2003 8 3.000.000 2003 12.5% 375.000 375.000 2.625.000

2004 375.000 750.000 2.225.000

2005 375.000 1.125.000 1.875.000

2006 375.000 1.500.000 1300.000
AC General 1 PK 2003 8 4.900.000 2003 12,5% 612.500 612.500 4.287.500

2004 612.500 1.225.000 3.675.000

2005 .612.500 1.837.500 3.O62.S0O

2006 61X500 X450.000 X450.000
Meja Disolver 2003 8 2.504.750 2003 12.5% 313.094 313.094 .  2.191.656

2004 313.094 626.188 1.878.562

2005 313.094 939.282 1.565.468

2006 313.094 1.25X375 1.25X375
Laptop Toibiba 2004 8 3.000.000 2004 12.5% 375.000 375.000 2.625.000

2005 375.000 750.000 2.250.000

2006 375.000 1.125.000 1.875.000
Personel Computer 2004 8 2.400.000 2004 12.5% 300.000 300.000 2.100.000



2005 300.000 600.000 1.800.000

2006 300.000 900.000 1.500.000
Meja Rapat 2004 8 933.600 2004 12^% 116.700 116.700 816.900

2005 116.700 233.400 700.200

2006 116.700 350.100 58^500
Meja Komputer 2004 8 530.000 2004 12^% 66.250 66.250 563.750

2005 66.250 132.500 397.500

2006 66.2S0 198.750 331.250
Handphone 2004 8 1.400.000 2004 12^% 175.000 175.000 1.225.000

2005 175.000 350.000 1.050.000

2006 175.000 525.000 875.000
2004 8 1.260.000 2004 12^% 157.500 157.500 1.103.500

2005 157.500 315.000 946.000

2006 157.500 472.500 787.500
Perien^pan PC 2004 8 1.060.000 2004 12^% 132.500 132.500 927.500

2005 132.500 265.000 795.000
2006 132.500 397.500 662.500

FsKcmiile 200S 8 1.050.000 2005 12,5% 131.250 131.250 918.750

2006 131.250 26Z500 787.500
Meja 1/2 biro 200S 8 1.000.000 2005 12^% 125.000 125.000 875

• 2006 125.000 250.000 750.000
Kursi lipat 200S 8 168.000 2005 12^% 21.000 21.000 147.000

2006 21.000 42.000 126.000
Meja Komputer 200S 8 490.000 2005 12^% 61.250 61.250 428.750

2006 61.250 122.500 367.500
Handphone 200S 8 2.947.000 2005 12^% 368.375 368.375 2.578.625

2006 368.375 736.750 Z210.250
Kura lipat 2005 8 80.000 2005 12^% 10.000 10.000 70.000

2006 10.000 20.000 60.000
MesinTuIis 2005 8 190.000 2005 12^% 23.750 23.750 166.250

2006 23.750 47.500 141500
2005 8 1.500.000 2005 12^% 187.500 187.500 1.311500

■ 2006 187.500 375.000 1.125.000
Satelindo 2005 8 459.000 2005 12^% 57.375 57.375 401.625

2006 57.375 114.750 344.250
Hanhsk & Accer 36X 2005 8 1.680.000 2005 12^% 210.000 210.000 1.470.000

2006 210.000 420.000 1.260.000
MB 13S Lad Sorong 2005 8 340.850 2005 12,5% 42.606 42.606 298.244

2006 42.606 85.212 255.638
ACTodnba 2005 8 1.900.000 2005 12^% 237.500 237.500 1.661500

2006 237.500 475.000 1.425.000
Notebook Todiiba 18 Februari 2006 8 10.100.000 2006 12,5% 1.052.083 0 9.047.917



Printer Hp 640 5-Apr-06 8 I.02S.000 2006 12,5% 96.094 0 928.906
Camera Disital 10Jimi2006 8 3.950.001 2006 12.5% 288.021 0 3.661.980

Total Sub D 47.868.200 4.234.750 6.920.063 34.309.565
Total A+B+C+D 1.240.233.840 96.594.198 468.636.947 764.960.321



PT. SEKAR ARTHA SENTOSA

DAFTAR AKnVA TETAP

Metode Saldo Mammn

No Jenis Abtiva Tahun Perolehan Masa Manfaat DaiarPenyiuuta
Persentase Penyusutan

Penyusutan Per 31-12-06

A Banginun 1999 20 888.576.180 5% 44.428.809

B KENDARAAN

Isuzu Sporty 2003 8 39.046.813 25% 9.761.703

Suzuki Escudo 2004 8 51.498.000 25% 11874.500

Isuzu Etp (Tiucik) 2005 8 76.953.625 25% 19.238.406

Total Sub B 167.498.438 41.874.609

C PERALATAN PROYEK ,

Gmset 2004 4 19.301.780 50% 9.650.890

Mesin C^akBataco 2005 4 34.575.000 50% 17.287.500

Total Sub C 53.876.780 26.938390
D INYENTARIS KANTOR

Komputer 2003 8 1.875.000 25% 468.750
AC General 1PK 2003 8 3.062.500 25% 765.625
M^a Disolver 2003 8 1.565.468 25% 391.367

Laptop Toshiba 2004 8 2.250.000 25% 561500

Posonel Computa' 2004 8 1.800.000 25% 450.000

Mcda Rapat 2004 8 700.200 25% 175.050

Mqa Koiiq)uter 2004 8 397.500 25% 99.375

Handphone 2004 8 1.050.000 25% 261500

MegaKuisi 2004 8 946.000 25% 236.500

PerlenrfcapaaPC 2004 8 795.000 25% 198.750

Faxciniile 2005 8 918.750 25% 229.688

M^a 1/2 hiio 2005 8 875.000 25% 218.750

KuisiLipat 2005 8 147.000 25% 36.750
Meja Komputer 2005 8 428.750 25% 107.188

Handphone 2005 8 X578.625 25% 644.656

KuisiLipat 2005 ■ 8 70.000 25% 17.500

VIeshiTtalis 2005 8 166.250 25% 41.563

Handphone 2005 8 1.311500 25% 328.125

Satdindo 2005 8 401.625 25% 100.406

Haidisk & Accer 3dX 2005 8 1.470.000 25% 367.500

MB 135 Lad Sonmg 2005 8 298.244 25% 74.561

AC Toshiba 2005 8 1.661500 25% 415.625

Notdiook Toshiba 18Fehiuad2006 8 9.047.917 25% 1261.979

Pnnterlh) 640 5-Apr-06 8 928.906 25% 231227

Camera Digital 10 Juni2006 8 3.661.980 25% 915.495

Total Sub D 38.409.720 9.601430

Total A+B-KM-D 1.148J61.118 121844338


